
 

 

 
 

 

Isu   



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

i 

KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayahNya, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2021 – 

2026 telah selesai disusun.  

Rencana Strategis OPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang untuk periode 2016-2021 berakhir. Sesuai 

dengan siklusya, maka telah disusun Renstra DLH periode 2021-2026. Kerangka 

penyusunan Renstra tetap mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah. sedangkan nomenklatur yang digunakan mengacu pada Permendagri 90 

Tahun 2019.  

Permendagri 90 Tahun 2019 juga membawa konsekuensi pada 

perubahan organisasi terutama menyangkut pembagian urusan. Dalam hal ini urusan 

pertamanan menjadi domain Dinas Lingkungan Hidup.  

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra 

ini, untuk itu kami menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dalam 

penyusunan Renstra yang akan datang. 

 

Bontang, 30 Desember 2021 

Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

      Kota Bontang 

 

 

Drs.Safa Muha 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19600730 198903 1 005 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004. Pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 undang-

undang tersebut ada dua entitas penyusun rencana pembangunan yaitu 

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), yang dikordinasikan oleh 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

 

Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana pembangunan, OPD memiliki 

tugas menyiapkan perencanaan strategis (Renstra) OPD dan Rencana kerja 

(Renja) OPD. 

 

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan 

keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya 

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk 

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik 

yang terorganisasi dan sistematis. 

 

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran 

kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen 

pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara 

keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang 

dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada 

dalam tatanan sistem manajemen nasional. 

 



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

2 

Manfaat dari perencanaan strategis (renstra) antara lain : 

1. Mendorong komunikasi, partisipasi, dan mengakomodasi keragaman 

kepentingan dan nilai-nilai. 

2. Mempromosikan pemikiran dan tindakan strategis. 

3. Terwujudnya keputusan yang lebih baik (bijak, analitik, dan masuk akal). 

4. Membantu keberhasilan implementasi keputusan/kebijakan.  

5. Semakin meningkatnya kinerja dan daya tanggap (responsiveness) 

organisasi. 

6. Membantu pengambil keputusan dan pembuat kebijakan dalam menjalankan 

peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, serta memperkuat 

teamwork dan expertise diantara para anggota organisasi. 

 

Sebagai suatu dokumen, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 

2021-2026 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan penjabaran 

teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 

2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi 

rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal 

Dinas Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan Permendagri Nomor  86 Tahun 2018, tahapan dalam penyusunan 

renstra Daerah sebagai berikut :  

1. Persiapan penyusunan 

2. Penyusunan rancangan awal 

3. Penyusunan 

4. Pelaksanaan  perangkat daerah/perangakat daerah 

5. Perumusan analis 

6. Penutupan    

Terkait dengan RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan 

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi 

landasan perumusuan tujuan , sasaran , strategi kegiatan renstra  untuk 

periode 5 tahun. 

Berikut ini adalah bagan hubungan antara RPJMD dengan Renstra OPD 
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(Permendagri 86 tahun 2018 )   

 

Gambar 1. 1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan  
Renstra Dinas Lingkungan Hidup 

 

Acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang tidak 

lepas dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 

2019-2023 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-

2024.     

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang adalah : 

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan 

Kota Bontang 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Persampahan. 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 

11. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan 

daerah 

12. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah 

Spesifik 

13. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Arah Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan. 

14. Peraturan Menteri KLH Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Reduce, 

Reuse, Recycle melalui Bank Sampah. 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

16. Permendagri No.86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu 

17. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

18. Peraturan Daerah Povinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Taun 

2005-2025. 
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19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kota Bontang tahun 2005-2025. 

20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang 

21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 

22. Peraturan Walikota Bontang No.2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud  

Maksud dari penyusunan perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang yaitu untuk mengatur arah perkembangan organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan 

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang  dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2021 

sampai dengan 2026 yang akan menjadi pedoman pembangunan dalam 

pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bontang.  

2. Menyusun tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan lingkungan 

Hidup Kota Bontang. 

3. Menyusun berbagai kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman 

bagi penyusunan rencana pembangunan di bidang lingkungan hidup.  

4. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang 

tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

5. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Bontang. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2021 – 2026 disusun 

menurut sistematika sebagai berikut : 

Bab 1.  : Pendahuluan 
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Memuat tentang latar belakang penulisan, landasan hukum,maksud   

dan tujuan renstra ini, sistematika penulisan; 

Bab 2. : Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

Memuat tentang tugas, fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, 

sumber daya yang tersedia dan tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. 

BAB 3. : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup 

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra 

KLHK dan Renstra Provinsi Kaltim, telaahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penentuan isu-isu 

strategis.  

BAB 4  : Tujuan dan Sasaran 

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

BAB 5  : Strategi dan Arah Kebijakan 

  Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. 

BAB 6 : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

  Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.  

BAB 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

  Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

BAB 8 : Penutup   
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

2.1.1   Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang diatur dalam Peraturan 

Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

„‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟                           Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup. 

Tugas pokok Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota yaitu melaksanakan urusan 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..pemerintah daerah di bidang 

lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang  mempunyai fungsi  : 

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Lingkungan hidup. 

b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan lingkungan hidup. 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan OPD. 

d. Pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengkoordinasian, 

pengendalian dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan urusan 

lingkungan. 

 

2.1.2. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor  Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang  terdiri atas 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 

Kepala Bidang, 8 Kepala Seksi dan 2 Kepala Sub Bagian, 2 UPT, dan 

kelompok jabatan fungsional. 

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang adalah sebagai 

berikut: 

1) Sekretaris 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan untuk 

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : 

- Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup 

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan lingkungan 

hidup 

- Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan OPD 

- Pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengoordinasian, 

pengendalian dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan urusan 

lingkungan hidup 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

Sekretaris membawahi 2 sub bagian (Bagian Umum dan Bagian 

Perencanaan Program dan Keuangan) dengan fungsi sebagai berikut: 
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a) Kepala Sub Bagian Umum  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan 

kesekretariatan dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan 

- Penyelenggaraan urusan kepegawaian 

- Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor 

- Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan 

- Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan 

kesekretariatan 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan. 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

 

b) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan 

keuangan dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan anggaran 

- Penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan verifikasi dan 

perbendaharaan 

- Penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan 

program dan keuangan 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan. 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

 

2) Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengkajian Dampak 

Lingkungan 

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan konservasi sumber 

daya alam dan pengkajian dampak lingkungan. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Pengkajian Dampak Lingkungan  mempunyai fungsi : 
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- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan konservasi sumber daya alam dan tata 

lingkungan. 

- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pengkajian dampak lingkungan. 

- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan ijin lingkungan. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

a) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Tata Lingkungan  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan konservasi sumber 

daya alam dan tata lingkungan dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan konservasi sumber daya alam dan tata 

lingkungan. 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya 

alam dan tata lingkungan. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

b) Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengkajian dampak 

lingkungan dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan mengenai dampak lingkungan. 

- Penyelenggaraan urusan ijin lingkungan. 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian dampak 

lingkungan 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

 

3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  
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Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

mempunyai fungsi : 

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pengendalian pencemaran lingkungan. 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pengendalian kerusakan lingkungan. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

a) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengendalian 

pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan, dengan fungsi 

sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan kegiatan  

- Penyelenggaraan urusan pengendalian pencemaran lingkungan. 

- Penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan. 

- Pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan 

dan pengelolaan lingkungan. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

b) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengendalian 

kerusakan lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan pengendalian kerusakan lingkungan. 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kerusakan 

lingkungan 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

 

4) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan  Penegakan Hukum Lingkungan 
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Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan peningkatan 

kapasitas dan penegakan hukum lingkungan. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, Kepala Bidang  Peningkatan Kapasitas dan Penegakan 

Hukum Lingkungan  mempunyai fungsi : 

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan penegakan hukum lingkungan. 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas lingkungan. 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan penyediaan data dan informasi lingkungan 

hidup. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

a) Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembinaan dan 

penegakan hukum lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut : 

-  Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan pembinaan dan penegakan hukum 

lingkungan. 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan penegakan 

hukum lingkungan. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

b) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan peningkatan kapasitas 

lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas lingkungan. 

- Penyelenggaraan urusan penyediaan data dan informasi lingkungan 

hidup. 

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas 

lingkungan. 
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- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan  

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

 

5) Kepala Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah 

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan kebersihan dan 

pemanfaatan sampah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala 

Bidang  Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah  mempunyai fungsi : 

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan kebersihan kota. 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pemanfaatan sampah. 

- Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pengendalian dan pengawasan sampah. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain 

 

 

a) Kepala Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kebersihan dan 

pengangkutan sampah, dengan fungsi sebagai berikut : 

-  Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan kebersihan. 

- Pemantauan dan evaluasi kebersihan kota. 

- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

b) Kepala Seksi Kemitraan dan Pemanfaatan Sampah  

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kemitraan dan 

pemanfaatan sampah, dengan fungsi sebagai berikut : 

- Perencanaan dan pelaporan kegiatan 

- Penyelenggaraan urusan pengolahan sampah. 

- Penyelenggaraan urusan pemanfaatan sampah 

- Pemantauan dan evaluasi pengangkutan dan pengolahan sampah. 
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- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan  

- Pelaksanaan tugas lain-lain. 

 

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan urusan 

pertamanan. Secara hukum, Susunan Organisasi Tata Kerja sampai tahun 

2021 ini masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, tugas dan fungsi pokok yang terkait dengan urusan 

pertamanan ada di Bidang Pertamanan dan Pemakaman.  

Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas berikut : Melaksanakan 

urusan pertamanan dan pemakaman dan mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan program kerja Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 

c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pertamanan  

d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan urusan pemakaman  

e. Pelaksanaan tugas lain-lain 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman dibantu 

oleh Seksi Pertamanan yang mempunyai tugas berikut: 

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan 

pertamanan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan 

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan 

program dan kegiatan Seksi Pertamanan dan perangkat daerah yang 

berkaitan dengan pertamanan 

- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pertamanan  

- Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pertamanan 

- Melaksanakan penyelenggaraan bidang pertamanan 

- Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang  pertamanan  

- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan 

informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana bidang 

pertamanan 



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

15 

- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 

pertamanan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta 

dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. 

- Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok 

dan fungsi 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan lingkup bidang tugasnya  
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Gambar 2. 1.  Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Bontang 
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2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 

2.2.1.  Sumber Daya Manusia 

Personil DLH Bontang per 1 Desember 2021 berjumlah 348 orang, yang terdiri 

dari 47 orang PNS, 19 orang TKD dan 280 orang PHL . Tabel 2.1 dan 2.2 

memberikan gambaran keadaan sumber daya manusia.  
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Gambar 2. 2. Personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 
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Tabel 2. 1. Keadaan PNS DLH berdasarkan pangkat dan golongan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah 

1. Pembina Utama Muda / IV c - 

2. Pembina Tk.I/ IV b 1 

3. Pembina / IV a 5 

4. Penata Tingkat I / IIId 7 

5. Penata / III c 7 

6. Penata Muda Tingkat I / IIIb 7 

7. Penata Muda / III a 8 

8. Pengatur Tingkat I/Iid 5 

9. Pengatur / II c 4 

10. Pengatur Muda /II a 1 

11 Juru / I c 1 

11. Juru Muda/ I a 1 

Jumlah PNS 47 

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup  
* Data per 1 Januari 2021 

 

Tabel 2. 2. Keadaan  Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 
berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

 

 

Tabel 2. 3. Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 

Status Laki-laki Perempuan Jumlah 

PNS 26 21 47 

TKD 11 8 19 

Jumlah 37 29 66 

 

Status S2 S1 DIV/DIII SLTA/SMK SMP SD Jumlah 

PNS 3 32 5 4 3 - 47 

TKD - 6 3 10 - - 19 

Jumlah 3 38 8 14 3 - 66 
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Tabel 2. 4. Keadaan Pegawai Harial Lepas (PHL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Pekerja Operator 4 

Pekerja mandor 12 

Pekerja sopir 17 

Pekerja mekanik 5 

Pekerja sampah 57 

Pekerja penyapu jalan 145 

Pekerja parit 12 

Pekerja kompos 21 

Pekerja wakar 7 

Gambar 2. 3. Grafik Kondisi PNS dan TKD DLH 
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2.2.2.  Aset 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang didukung dengan aset yang dimilikinya. Nilai aset  yang 

tercatat per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5. sebagai berikut : 

Tabel 2. 5. Aset Dinas Lingkungan Hidup TA.2020 

No Jenis Aset Jumlah KETERANGAN 

 A. Aset Tetap  

 

1 Tanah Rp.                          0 

2 Peralatan dan Mesin Rp.   33.628.436.285 

3 Gedung dan Bangunan Rp.     8.193.126.316 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.     4.801.242.804 

5 Aset Tetap Lainnya Rp.        242.745.331 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan    Rp.                       0 

 Sub Total Rp.  19.371.100.185 

 B. Aset Lainnya  

7 Aset Tak Berwujud 
  Rp.      1.431.115.603 

8 Aset Lain-lain 
  Rp.         269.309.962 
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Gambar 2. 4. Grafik Kondisi Pekerja Harian Lepas 

Series 1
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Pada bagian ini akan diuraikan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang dan kinerja pelayanan yang terkait dengan urusan pertamanan. 

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang periode 2016-

2021, pelayanan DLH ditujukan untuk mencapai dua sasaran yaitu : 

1. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian 

pengelolaan lingkungan hidup; 

2. Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan 

 

Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang selama lima tahun 

(2016-2021) disajikan pada Tabel 2.7. Tabel tersebut menunjukkan tingkat 

capaian kinerja DLH berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, 

dan/atau indikator kinerja pelayanan DLH dan/atau indikator lainnya seperti 

MDG‟s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.   

sebagaimana diperlihatkan pada Tabel.2.6. 

 

Tabel 2. 6. Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatn

ya  Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Meningkatkan 

upaya 

pencegahan, 

pengawasan 
dan 
pengendalian 
pengelolaan 
lingkungan 
hidup 

Indeks  

Kualitas air 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Indeks  

Kualitas 

udara 

75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 

Meningkatnya 

cakupan 

pengelolaan 

persampahan 

Persentase 

pengelolaan 

sampah 

74,08
% 

78% 82% 87% 91% 95% 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

22 

Tabel 2. 7. Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan  

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1.   Persentase 

capaian RTH 

yang 

berkualitas 

 20,15 21 21,5 22 22,5 

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang, 2021-2026
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Tabel 2. 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

No 

Indikator 
Kinerja 
sesuai 

Tugas dan 
Fungsi 

Perangkat 
Daerah 

Targe
t 

NSP
K 

Targe
t IKK 

Targe
t 

Indik
ator 
Lain 
nya 

Target Renstra OPD Tahun ke-  
(%) 

Realisasi Capaian Tahun ke- 
(%) 

Rasio Capaian pada Tahun ke- 
(%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1. 
Indeks  
Kualitas Air 

   70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 84,4 80 58,89 50 1 1 1,2 1,1 0,84 
 

2. 
Indeks  
Kualitas 
Udara 

   75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64  79,11 85,33 87,62 86,04 86,91  1,05 1,12 1,16 1,13 

 

3. 
Persentase 
pengelolaan 
sampah 

   78 82 87 91 95  94,85 94,87 95 95,05 95,73  1,21 1,15 1,09 1,04 1,00 
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Target NSPK dan IKK pada Tabel 2.7 diatas yang bersesuaian dengan 

indikator kinerja DLH tidak ada. Hal ini karena untuk urusan lingkungan hidup 

tidak memiliki indikator NSPK maupun IKK.  

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang, menunjukkan keberhasilan, 

indikasi dapat dilihat dari realisasi sasaran dan rasio capaian lebih dari 1. 

 

2.3.1. Pelayanan untuk Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan 

dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup Pencegahan 

Pencemaran Air 

 

Indikator yang digunakan yaitu indeks  kualitas air dan indeks kualitas udara.   

 

2.3.1.1. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) 

 

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kualitas 

suatu badan air. Informasi IKA juga bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas 

badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa 

pencemar.   

 

Perhitungan IKA dengan dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk 

menentukan indeks kualitas air menggunakan metode indeks pencemaran air 

sungai. Dalam perhitungan IKA dilakukan pemantauan parameter-parameter 

yang ditetapkan dalam perhitungan IKA yang kemudian diklasifikasi baku mutu 

airnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dan Peraturan 

Daerah Kaltim No. 2 Tahun 2011. 

 

Pemantauan IKA di Kota Bontang dilakukan dengan pemantauan kualitas air 

sungai pada 3 (tiga) sungai di Bontang, yaitu Sungai Bontang, Sungai Guntung 

dan Sungai Nyerakat. Hasil realisasi IKA pada tahun 2016-2020 dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 

2.5. 
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Tabel 2. 9. Capaian Indikator Kualitas Air 

TAHUN 
REALISASI 

IKA 
TARGET 

IKA 
KETERANGAN 

2016 70 70 sesuai LAKIP 2016 Tabel. 3.2 hal. 15 

2017 70 70 sesuai LAKIP 2017 Tabel. 3.4 hal. 19 

2018 84.4 70 sesuai LAKIP 2018 Tabel. 3.3 hal. 34 

2019 80 70 sesuai LAKIP 2019 Tabel. 3.4 hal. 24 

2020 53.33 70 target sesuai tabel 3.4 LAKIP 2020 hal 25 

realisasi sesuai hitungan IKA 2020 (sesuai 

surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal 

Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan 

Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, Nomor: 

S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 tanggal 4 

Desember 2020, perihal Metode 

Perhitungan IKLH 2020-2024) 

 

 
Gambar 2. 4. Grafik Capaian Indikator Kualitas Air 

 

Tabel 2.8 dan Gambar.2.5  menunjukkan data indeks kualitas air Kota 

Bontang pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 – 2018 data IKA dihitung dari 

9 titik sampling. Pada tahun 2019 dilakukan sampling sebanyak 8 titik dengan 

frekuensi 2 kali sehingga didapatkan 16 titik status mutu air. Sedangkan pada 
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tahun 2020 terjadi penambahan 1 titik sampling menjadi 9 titik dengan frekuensi 

2 kali sehingga didapatkan 18 titik status mutu air untuk perhitungan IKA. 

 

Kota Bontang memiliki target IKA yang tetap setiap tahun, yaitu 70. Dapat 

terlihat pada Gambar 1 bahwa nilai IKA mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan 

tahun 2017 Kota Bontang memiliki IKA sebesar 70, sedangkan terjadi 

perubahan nilai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 berturut-turut sebesar 84,4, 

80 dan 53.33. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2018, namun tidak 

berarti status tingkat pencemaran mengalami peningkatan. Hasil dan faktor-

faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai IKA dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai IKA pada tahun 2016 dan 2017 adalah 70 dari nilai maksimal IKA 70. 

Angka ini memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari ke-9 titik sampling 

yang diambil, semua titik mempunyai tingkat pencemaran “memenuhi”, 

artinya hasil uji kualitas air untuk semua titik sampling adalah baik.  

2. Nilai IKA pada tahun 2018 adalah 84,4 dari nilai maksimal IKA adalah 100. 

Perubahan angka maksimal ini dikarenakan metode perhitungan yang 

berbeda dengan tahun sebelumnya. Angka ini melebihi target yang 

ditetapkan. Namun dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, dari 9 titik 

sampling, 7 titik sampling mempunyai tingkat pencemaran “cemar ringan” 

sedangkan 2 mempunyai tingkat pencemaran “memenuhi”. Status tingkat 

pencemaran tiap titik ini adalah status jika dibandingkan dengan baku mutu 

air kelas I untuk titik sampling Sungai Bontang dan kelas II untuk Sungai 

Nyerakat dan Sungai Guntung. Secara umum nilai 84,4 adalah masuk 

kategori “sangat baik” untuk kelas II namun belum bisa digunakan untuk air 

kelas I.   

3. Nilai IKA pada tahun 2019 adalah 80. Nilai ini mengalami penurunan 

dibandingkan nilai pada tahun 2018 dengan menggunakan metode 

perhitungan yang sama, namun masih di atas target yang ditetapkan. Dari 

16 titik sampling, semua titik memiliki tingkat pencemar “ringan”. Nilai 80 ini 

menunjukkan bahwa kualitas air memenuhi untuk kategori air kelas II 

namun tidak memenuhi untuk kelas I. 

4. Pada tahun 2020, nilai IKA mengalami penurunan yang cukup signifikan, 

yaitu menjadi 53,33 sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal 
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ini dapat terjadi karena metode perhitungan IKA kembali mengalami 

perubahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 

tanggal 4 Desember 2020 dengan angka maksimal yang bisa didapat 

adalah 70. Dari 9 titik sampling dengan frekuensi 2 kali didapatkan 18 titik 

status mutu air yang hasilnya 3 titik sampling mempunyai tingkat 

pencemaran “memenuhi” sedangkan 15 titik sampling “tercemar ringan”. 

Nilai 53,33 ini menunjukkan artinya sungai masih terdapat titik pantau 

dalam status “cemar ringan” dan/atau “cemar sedang” dibandingkan 

dengan baku mutu air kelas II. Sehingga perlu upaya pengendalian 

pencemar agar menaikkan status “tercemar ringan” pada sungai di Kota 

Bontang menjadi “memenuhi”. 

 

Proporsi tingkat pencemaran berdasarkan titik sampling pada setiap tahun 

dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

 

  
(a) (b) 

 
 

(c) (d) 
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(e) 

 
 

Gambar 2. 5. Proporsi tingkat pencemaran berdasarkan titik sampling pada (a) 
tahun 2016, (b) tahun 2017, (c) tahun 2018, (d) tahun 2019  

dan (e) tahun 2020. 
   

Status mutu air “cemar ringan” yang dimiliki oleh beberapa titik sampling 

diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar dalam air sungai. Sungai di Kota 

Bontang merupakan sungai yang melewati pemukiman serta usaha mikro, kecil 

dan menengah sehingga bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai 

sebagian besar dimungkinkan merupakan limbah domestik. Limbah domestik 

yang berasal dari rumah tangga maupun usaha mikro, kecil dan menengah 

mengandung pathogen, padatan tersuspensi, nutrien dan bahan organik. 

Parameter inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi 

pencemar dalam sungai di Kota Bontang.    

 

Terkait dengan pencapaian sasaran IKA, DLH Kota Bontang secara rutin 

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan B3 dan Limbah B3 

bagi pelaku usaha.  

 

Tabel 2. 10. Jenis Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 

Tahun 

Jenis Usaha/Kegiatan 

Industri Bengkel 
Puskes 

Mas 
Klinik 

Rumah 
Sakit 

Hotel 

Usaha 
Jasa dan 
perdagan

gan 

Perkan 
toran 

Jumla
h 

2016 11 - - - 1 - -   12 

2017 15 - - - 1 1 1   16 

2018 15 - - - - - -   15 

2019 15 - - - 1 - -   16 

2020 15 83 8 13 5 18 24 5 124 
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2.3.1.1. Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) 

 

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah indeks yang digunakan untuk 

menggambarkan kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu.  

Indeks ini merupakan salah satu komponen dalam perhitungan indeks kualitas 

lingkungan hidup secara keseluruhan. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebagai 

indikator kualitas udara menjadi penting, khususnya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat maupun pengambil kebijakan agar memahami 

permasalahan pencemaran udara. Pengelolaan kualitas udara secara terpadu 

merupakan kombinasi dari peraturan, kesadaran dan peningkatan kapasitas 

serta kemitraan dari pemangku kepentingan untuk sama-sama berkontribusi 

meningkatkan kualitas udara. 

 

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan salah satu upaya untuk 

mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara 

yang telah dilakukan. Hasil pemantauan kualitas udara ambien dapat dijadikan 

indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara 

yang perlu dilakukan. 

 

Informasi IKU merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada 

publik sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik, yang menyebutkan setiap badan publik wajib 

mengumumkan informasi publik secara berkala. Hal ini sejalan dengan amanah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 

Perhitungan IKU di Kota Bontang didapatkan dari hasil uji kualitas udara 

ambien dengan parameter SO2 dan NO2. Jumlah titik sampling yang 

digunakan untuk pengukuran adalah 1 (satu) titik pada tahun 2016 dan 2017, 4 

(empat) titik pada tahun 2018 dan 2019, serta 8 (delapan) titik pada tahun 2020. 

Hasil realisasi IKU pada tahun 2016-2020 dibandingkan dengan target yang 

telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.7. 
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Tabel 2. 11. Capaian Indikator Kualitas Udara 

TAHUN REALISASI 
IKU 

TARGET 
IKU 

KETERANGAN 

2016 75.64 75.64 sesuai LAKIP 2016 Tabel. 3.2 hal. 15 

2017 79.11 75.64 sesuai LAKIP 2017 Tabel. 3.8 hal. 22 

2018 85.33 75.64 sesuai LAKIP 2018 Tabel. 3.3 hal. 34 

2019 87.62 75.64 sesuai LAKIP 2019,Tabel 3.8  

2020 86.04 75.64 

sesuai hitungan IKU tahun 2020 (8 titik 

pemantauan, yaitu 4 titik APBN, dan 4 

titik APBD) 

  

 

Gambar 2. 6. Grafik Target dan Realisasi Indikator Kualitas Udara 

 

Data yang terlihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.7 menunjukkan bahwa IKU 

Kota Bontang melebihi target yang telah ditetapkan dan masuk klasifikasi 

“baik”. Target yang ditetapkan tidak berubah selama 5 (lima) tahun, yaitu 75,64. 

Terjadi peningkatan nilai IKU yang cukup besar pada 3 tahun terakhir, yaitu 

berturut-turut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 85,33, 87,62 dan 

86,04, dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu 75,64 pada tahun 2016 

dan 79,11 pada tahun 2017.  

Metode pengambilan data untuk penghitungan IKU adalah menggunakan 

metode passive sampler. Prinsip kerjanya bersifat pasif dimana alat ini 

berbentuk bulat dan didalamnya terdapat kertas filter yang sudah diberi cairan 

khusus dari bahan kimia yang fungsinya untuk menangkap gas yang ada di 

udara sekeliling. Alat ini kemudian dipasang dengan tiang khusus dan 

75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 

79,11 

85,33 
87,62 

86,04 

65

70

75

80

85

90

2016 2017 2018 2019 2020

N
ila

i I
K

U
 

Tahun 

Target

Realisasi



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

30 

dipaparkan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Pada tahun 2018, 2019 

dan 2020, titik sampel diletakkan di lokasi yang mewakili 4 (empat) aktivitas, 

yaitu pemukiman, perkantoran, transportasi dan industri. Dari keempat titik 

tersebut, sumber pencemar yang dapat menaikkan konsentrasi SO2 dan NO2 

adalah kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hasil IKU “baik” menunjukkan 

bahwa tidak terjadi pencemaran udara untuk parameter SO2 dan NO2 pada 

lokasi tersebut. Hal ini dapat diakibatkan karena sumber pencemar tidak 

mengeluarkan emisi dengan konsentrasi yang tinggi atau melebihi baku mutu 

serta penghijauan yang bagus. Kota Bontang sendiri mempunyai area hijau 

sebesar 52,78% dari total luas area.  

 

Upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian pencemaran udara meliputi  

penghijauan dan penanaman pohon, mempertahankan dan mengembangkan 

ruang terbuka hijau serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar 

sampah. Penanaman pohon sendiri telah dituangkan dalam Instruksi Walikota 

Bontang Nomor 188.55/2/ORG/2019 tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon 

Bagi Calon Pengantin dan Instruksi Walikota Bontang Nomor 

188.55/3/ORG/2019 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu juga 

terdapat himbauan untuk menggunakan kendaraan bersama serta sepeda 

sebagai alat transportasi ke kantor.  

 

2.3.3. Pelayanan untuk Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Persampahan 
 

Pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 

Tahun 2020 dan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai dalam 

Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 dan hal ini sejalan dengan 

amanah undang –undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 

 

Pemerintah Kota Bontang, melalui Dinas Lingkungan Hidup, dalam rangka 

pengelolaan sampah mempunyai capaian target, sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Walikota Bontang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan 
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Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

 

Dari target yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, setiap tahunnya 

dilakukan perhitungan dan evaluasi, dengan hasil sebagaimana dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2. 12. Target dan Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2020 

TAHUN REALISASI TARGET KETERANGAN 

2016 - - - 

2017 94.87 78.04 Sesuai LAKIP 2017, Tabel 3.15 

2018 95 82.44 Sesuai LAKIP 2018, Tabel 3.3 

2019 95.05 87 Sesuai LAKIP 2019, Tabel 3.3 

2020 95.73 90 Sesuai LAKIP 2020, Tabel 3.3 

 
 

 
Gambar 2. 7. Target dan Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2020 

 
Pengelolaan sampah serta data terkait sarana dan prasaran persampahan 

sebagaimana tercantum dalam uraian sebagai berikut: 
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2.3.3.1. Neraca Pengelolaan Sampah 

Neraca Pengelolaan Sampah  Kota Bontang tahun 2020 adalah sebagai berikut 

: 

Tabel 2. 13. Neraca Pengelolaan Sampah 

Keterangan Tahun 2020 
(Ton) 

Tahun 2021 
(Ton) 

A. Jumlah Timbulan Sampah 
(Jumlah Penduduk X Faktor Estimasi 
Timbulan Perkapita) 

37.769,85 37.894,33 

    

B. Jumlah Pengurangan Sampah 7.459,39 7.701,69 

C. Presentase pengurangan sampah 19.75 % 20.32 % 

 a. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah 952,64 - 

 b. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah - - 

 c. Jumlah Pendaur Ulang Sampah 6.506,75 - 

    

D. Jumlah Penanganan Sampah 29.230,73 30.069,06 
E. Prosentase Penanganan Sampah 77.39% 79.35% 

    
F. Prosentase Sampah Terkelola 97.14% 99.67% 
G. Prosentase Sampah Tidak Terkelola 2.86% 0.33% 

 

 
2.3.3.2 Tingkat Penanganan 

Pengelolaan Sampah sebagaimana data Kebijakan dan Strategis Daerah Kota 

Bontang tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

 Timbulan sampah  :  37.855,08 Ton/Tahun 

 Pengurangan Sampah  :    7.337,01 (ton/tahun) atau 19.38% 

 Pananganan Sampah  :  30.066,51 (ton/tahun) atau 79.43% 

 Jumlah Sampah Terkelola :  37.403,52 (ton/tahun) atau 98.81% 

 Jumlah Sampah yang tidak terkelola adalah 451,56 (ton/tahun) atau 1.19 %  

 

2.3.3.3 Jumlah Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang dalam rangka 

pelayanan persampahan terdiri dari: 

1) Kendaraan Pengangkut Sampah 
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Kendaraan pengangkut sampah, teridiri atas kendaraan Dump Truck, Arm 

Roll dan Pick Up, jumlah dan kondisi sebagaimana dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2. 14. Kendaraan Pengangkut 

Jenis 

Kendaraan 

Jumah 

(unit) 

Kepasaitas 

(m3) 

Kondisi 

Baik Rusak 

Dump Truck 
13 6 9 4 

Arm Roll 
5 6 3 4 

Pick Up 
5 4 3 2 

 

2) Alat Berat 

Guna menunjang operasional persampahan diperlukan alat berat, untuk 

memobilisasi sampah di tempat pengelolaan sampah, jumlah dan kondisi 

sebagaimana dalam tabel berikut: 

  

Tabel 2. 15. Alat Berat 

Jenis Kendaraan Jumah (unit) Kepasaitas 
(m3) 

Kondisi 

Excavator 2 1,2 baik 

Bulldozer 1 2.8 baik 

Compactor 1 4 baik 

Bechoe Loader 1  rusak 

Skid Loader 1 1,8 baik 

 

3) Bank Sampah 

Guna mengurangi jumlah sampah yang di kirim ke TPA Bontang Lestari 

dan rangka memberikan edukasi pemilahan sampah dari rumah, di Kota 

Bontang sudah terbentuk 21 Bank Sampah, yang terdiri dari : 

 Bank Sampah Induk (BSI)  :   1 

 Bank Sampah Unit    (BSU) : 15 

 Bank Sampah Sekolah         :   6 
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Saat ini masing-masing bank sampah aktif melakukan kegiatan pilah 

sampah dari rumah dan senantiasa dilakukan pendampingan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup. 

4) Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah Yang Ada 

Fasiliatas pengelolaan sampah yang terbangun dan beroperasi saat ini, 

teridiri atas: 

1) TPS3R : 2 tempat (Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Kanaan) 

2) TPST    : 1 tempat (Kelurahan Bontang Kuala) 

3) TPA      : 1 tempat ( Kelurahan Bontang Lestari) 

 
2.3.3.4 Sumber Daya Manusia 

Jumlah Tenaga Kerja dalam rangka pelayanan persampahan di Kota Bontang 

terdiri dari 

ASN   : 6 orang (Kepala Bidang Kebersihan, Kepala Seksi 

Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah, Kepala Seksi 

Kemitraan dan Pemanfaatan Sampah, dan 3 orang 

staff) 

Non ASN  : 10 orang 

Pekerja Harian Lepas  : 278 orang 
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2.3.4. Kinerja Pengelolaan Dana 
 
 

Tabel 2. 16. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 

Uraian 
Anggaran pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata 
Pertumbuhan 

(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)     

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Angga

ran 
Realisa

si 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

BELANJA DAERAH                                      

Belanja tidak 
langsung 

          
 

                          

- Belanja pegawai 4.349  5.373  6.472  7.416  8.117   4.244  4.155  5.840  7.325  7.608   0,98 0,77 0,90 0,99 0,94  17,01 17,01 

Belanja langsung                                      

- Belanja pegawai 1.537  1.371  326  234  55   1.446  1.260  325  171  43   0,94 0,92 1,00 0,73 0,78  -47,93 -47,93 

- Belanja barang & 
jasa 

2.269  13.224  13.704  20.989  17.508  
 

2.211  12.877  12.915  19.156  16.757   0,97 0,97 0,94 0,91 0,96  130,75 130,75 

- Belanja Modal 4.363  329  3.793  9.748  2.068        1.9531 3.814  303  3.703  9.472  1.942   0,87 0,92 0,98 0,97 0,94  259,66 259,66 

- Belanj Operasi      30.1731 

              

Total 12.518 20.297 24.295 38.387 27.748 49.7041 11.715 18.595 22.783 36.124 26.350  0,94 0,92 0,94 0,94 0,95       

Sumber : 
1. DPA Perubahan DLH TA.2021 
2. e-Finance SIPKD per November 2021  
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah  

Analisis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan 

DLH Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menilai keserasian, 

keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan 

Renstra DLH Kota Bontang terhadap sasaran Renstra KLHK dan Renstra 

DLH Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.  

 

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: 

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra 

DLH Provinsi Kaltim dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra DLH Provinsi Kaltim 

atau Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

terhadap sasaran Renstra Badan Lingkugan Hidup Provinsi Kaltim dan 

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada 

Tabel 2.17. 
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Tabel 2. 17. Komparasi Capaian Sasaran Renstra DLH Kota Bontang 
terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi dan Renstra KLHK 

No Sasaran Indikator 
Kinerja 

Capaian Sasaran 
Renstra DLH 
Kota Bontang 

Sasaran pada 
Renstra DLH 
Prov. Kaltim 

Sasaran 
pada 
Renstra 
KLHK 

(1) (2)  (3) (4) (5) 

1. Indeks Kualitas 
Air (IKA) 

2016 70  - 

  2017 70  - 

  2018 84.4 Tercemar ringan+ - 

  2019 80 75++ 55** 

  2020 58.89  55,1*** 

2. Indeks Kualitas 
Udara (IKU) 

2016   - 

  2017 79.11  - 

  2018 85.33 362 hari/tahun 
status ISPU baik+ 

- 

  2019 87,62 80++ 84** 

  2020 86,04  84,1*** 

3. Persentase 
Penanganan 
Sampah 

2016 94,85%   

  2017 94,87%  87%**** 

  2018 95%  91%**** 

  2019 95,05%  75%**** 

  2020 95,73%  97%**** 

 
Keterangan 
* Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup (2015-2019) 
** Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup (2020-2024) 

*** Lampiran I, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan 
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga 

+ Renstra BLH Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 
++ Renstra DLH Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023 
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Pada Tabel 2.17 terlihat bahwa nilai IKA Kota Bontang tahun 2018 

melampaui target renstra DLH Provinsi. Pada tahun berikutnya, nilai IKA 

Kota Bontang berada diatas target renstra  DLH Provinsi dan KLHK.  

Nilai IKU tahun 2018, tidak bisa dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

BLH Provinsi Kaltim karena menggunakan indikator yang berbeda dan tidak 

bisa dibandingkan dengan sasaran KLHK karena tidak memilki sasaran yang 

equivalen. Pada tahun 2019, nilai IKU DLH Kota Bontang berada diatas 

sasaran yang ditetapkan oelh DLH Provinsi dan KLHK. 

Dengan demikian, IKA dan IKU Kota Bontang sudah memenuhi target 

provinsi dan pusat sehingga dapat dikatakan capaian yang diperoleh sangat 

mendukung sasaran keduanya.             

Untuk urusan kebersihan, capaian sasaran renstra DLH Kota Bontang 

periode 2016-2021 hanya bisa dibandingkan dengan Perpres RI No,97 

Tahun 2017 yang memuat sasaran yang sama. Secara umum nilai 

persentase penanganan sampah berada diatas target nasional dari tahun 

2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, capaiannya berada 

dibawah target nasional.     

 

2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi 

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan 

OPD.  

 

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat 

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan 

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima 

tahun mendatang.  
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Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 

dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya 

yang sesuai dengan RTRW tersebut. 

 

Hasil telaahan RTRW Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel 2.18. 
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Tabel 2. 18. Telaah Program RTRW Kota Bontang Tahun 2019 – 2039 yang Terkait Dengan Dinas 
Lingkungan Hidup 

No
. 

Program Utama 
RTRW 

Indikasi 
Program 

Pembangunan 
RPJMD 

Indikasi 
Kegiatan 

DLH 

Indikasi Sub Kegiatan 
DLH 

Lokasi 

Tahun Pelaksanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

A. Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan limbah 
bahan berbahaya beracun, pengolahan persampahan kota, jaringan evakuasi bencana, jaringan drainase, jaringan 
pejalan kaki, dan jalur sepeda 

1. Pengembangan 
sistem jaringan 
persampahan kota 
 

Program 
Pengelolaan 
Persampahan 

Pengelolaan 
sampah 

Pengurangan Sampah 
dengan melakukan 
Pembatasan, 
Pendauran Ulang dan 
Pemanfaatan Kembali 

Semua Kelurahan      

    Penanganan Sampah 
dengan melakukan 
Pemilahan, 
Pengumpulan, 
Pengangkutan, 
Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir 
Sampah di TPA/TPST 
/SPAKabupaten/ Kota 

      

    Peningkatan Peran 
serta Masyarakat 
dalam Pengelolaan 
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No
. 

Program Utama 
RTRW 

Indikasi 
Program 

Pembangunan 
RPJMD 

Indikasi 
Kegiatan 

DLH 

Indikasi Sub Kegiatan 
DLH 

Lokasi 

Tahun Pelaksanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Persampahan 
    Penyediaan Sarana 

dan 
Prasarana Pengelolaan 
Persampahan di TPA/ 
TPST/SPA Kabupaten/ 
Kota 

      

B. Menetapkan kawasan peruntukan lindung di ruang darat dan ruang laut   

1. Menetapkan kawasan 
peruntukan lindung di 
ruang darat dan ruang 
laut 

Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ 
Kota 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap 
Media Tanah, Air, 
Udara, dan Laut 

Loktuan,G.Elai, 
Bontang 
Baru, Bontang Kuala, 
Guntung, Tj. Laut 
Indah, 
Bontang Lestari, 
G.Telihan , Kanaan, 
Satimpo, Api-Api 

     

    Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Pengendalian Emisi Gas 
Rumah Kaca, Mitigasi 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 
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No
. 

Program Utama 
RTRW 

Indikasi 
Program 

Pembangunan 
RPJMD 

Indikasi 
Kegiatan 

DLH 

Indikasi Sub Kegiatan 
DLH 

Lokasi 

Tahun Pelaksanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

2. Perlindungan kawasan 
ekosistem mangrove 
 

Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ 
Kota 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 
Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap 
Media Tanah, Air, 
Udara, dan Laut 

Guntung, Loktuan, 
G.Elai, Bontang Baru, 
Bontang Kuala, Tj. 
Laut Indah, Berbas 
Pantai, Satimpo, 
Bontang Lestari 

 

     

    Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

      

C. Mengembangkan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah 

1. Penyediaan dan 
pemanfaatan RTH 
Publik 

Program 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati (KEHATI) 

Pengelolaan 
Keanekaraga
man Hayati  
Kabupaten/ 
Kota 

Penyusunan dan 
Penetapan Rencana 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati 

Semua Kelurahan      

Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

     

Pengelolaan Taman 

Keanekaragaman 

Hayati Lainnya 

     

Program 
Peningkatan 

Penyelenggar Peningkatan Kapasitas      
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No
. 

Program Utama 
RTRW 

Indikasi 
Program 

Pembangunan 
RPJMD 

Indikasi 
Kegiatan 

DLH 

Indikasi Sub Kegiatan 
DLH 

Lokasi 

Tahun Pelaksanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Pendidikan, 
Pelatihan dan 
Penyuluhan 
Lingkungan Hidup 
untuk Masyarakat 

 

aan 

Pendidikan, 

Pelatihan, dan 

Penyuluhan 

Lingkungan 

Hidup untuk 

Lembaga 

Kemasyarakat

an Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

Bidang Lingkungan 

Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 

   Peningkatan Kapasitas 

dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

Bidang Lingkungan 

Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 

      

C. Mengakomodasi kebutuhan kegiatan sektoral dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Bontang secara sinergi 
dan berkelanjutan 

 
1. Pengembangan 

kawasan 
persampahan 

 
 

Program 
Pengelolaan 
Persampahan 

Pengelolaan 
sampah 

 Bontang Lestari      

D. Menetapkan kawasan perlindungan kerusakan air tanah 
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No
. 

Program Utama 
RTRW 

Indikasi 
Program 

Pembangunan 
RPJMD 

Indikasi 
Kegiatan 

DLH 

Indikasi Sub Kegiatan 
DLH 

Lokasi 

Tahun Pelaksanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Penetapan 
Kawasan 
Perlindungan 
Kerusakan Air Tanah 

 

Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ Kota 

 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

G.Elai, G.Telihan, 
Kanaan, Satimpo 

 

     

E. Mengurangi dan memulihkan kerusakan air tanah dalam kawasan perlindungan kerusakan air tanah 

1. Pengendalian Kawasan 
Perlindungan Kerusakan 
Air 
Tanah 

Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Pencegahan 
Pencemaran 
dan/atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten/ 
Kota 

Koordinasi, 
Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Rehabilitasi 

G.Elai, G.Telihan 
, Kanaan, Satimpo 

 

     

           

Source: Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 (Diolah); Ranwal RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 

kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi 

riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan 

pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah 

dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen 

pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. 

Permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok 

yang dihadapi dan akar masalahnya dan menjadi salah satu dasar 

perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. 

 

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya 

yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Rumusan 

isu strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal 

baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi 

dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah dan menjadi 

salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat 

Daerah. 
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3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Kota 

Bontang, tugas pokok DLH Kota Bontang yaitu melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan 

pembantuan. 

 

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada 

bagian lampiran diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 

disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki 11 sub urusan. 

Dalam pelaksanaanya, tidak semua urusan tersebut dapat dilaksanakan 

karena permasalahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

pendanaan, dan regulasi dan kondisi geografis kota Bontang. Tabel 3.1 

dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi DLH Kota 

Bontang dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya. 
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Tabel 3. 1. Gambaran Permasalahan 

NO. MASALAH POKOK MASALAH AKAR PERMASALAHAN 

1. Kualitas Lingkungan Pencemaran air  Kualitas air limbah masing-masing usaha kecil menengah tidak 

terpantau. 

   Belum adanya pengolahan air limbah terpusat khusus untuk 

usaha kecil  

  B3 dan Limbah B3 belum terkelola dengan baik Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam 

pengelolaan lingkungan 

   Masyarakat belum paham cara memilah limbah B3   

   Belum adanya SOP pengelolaan limbah B3 

   LB3  diserahkan kepada pengelola yang tidak berijin  

   Keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 
dalam pengawasan 

   Belum semua fasiltas pengolahan limbah medis berijin. 

  Pencemaran udara Tumbuhnya industri/kegiatan yang berpotensi mencemari udara 

   Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor   

   Menurunnya tutupan lahan 

  Laboratorium lingkungan belum berfungsi 

optimal  

Laboratorium lingkungan belum terakreditasi 

  Kondisi laboratorium lingkungan belum layak  
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2. Pengelolaan Persampahan Cakupan pelayanan penanganan sampah 

belum menjangkau semua wilayah 

Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana 

pendukung pengelolaan/pengolahan persampahan untuk 

menerapkan teknologi ramah lingkungan  

  Masih rendahnya pengetahuan dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan persampahan 

Terbatasnya frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi 

pengelolaan sampah kepada masyarakat  

  Belum adanya keterpaduan pengelolaan 

persampahan lintas sektoral sehingga masih 

bersifat parsial. 

Adanya pemahaman bahwa pengelolaan sampah adalah 

tanggungjawab DLH saja 

  Penanganan sampah di TPA belum optimal Kapasitas landfill sudah terisi kurang lebih 50 %.  

   Peralatan kerja (alat berat) sudah tua 

   Jalan ke kolam IPAL belum terbangun  

   Konstuksi landasan sell 5 belum ada 

3. Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Perlindungan keanekaragaman hayati masih 

rendah 

Belum optimalnya dalam perencanaan, pendataan dan 

perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati 

4. Peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan 

lingkungnan hidup 

Peran serta masyarakat /warga sekolah dalam 

pengelolaan lingkungan hidup  belum optimal 

Belum meratanya informasi tentang pentingnya pengelolaan 

dan konservasi lingkungan hidup pada masyarakat 

 Kurangnya SDM  yang membidangi pembinaan dan sosialisasi 

kepada masyarakat 

   Pemahaman warga sekolah dalam menjalankan program 

sekolah adiwiyata belum optimal 

   Pembinaan dan sosialisasi kurang 

   Belum optimalnya integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam 

kurikulum satuan pendidikan. 
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  Ketaatan pada hukum lingkungan rendah Sosialisasi tentang perijinan lingkungan masih kurang 

  
 

DLH tidak memiliki kewenangan  dalam pemberian sangsi 

kepada industri yg tdk memiliki ijin (pendamping DLH Provinsi 

dan Balai Gakkum Kalimantan) 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

3.2.1 Visi 

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan 

sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin 

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang akan menjawab permasalahan 

pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam 

jangka menengah. 

Menelaah visi, misi, dan program  kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 

 

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi 

perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang 

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan 

pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar 

dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah terpilih. 

 

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting Walikota dan Wakil 

Walikota Bontang terpilih. Walikota Bontang dan Walikota terpilih 
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menetapkan Visi pembangunan 5 tahun ke depan (2021-2026) yaitu 

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab “  

 

3.2.2 Misi 

Dari visi tersebut telah ditetapkan 4 misi pembangunan yaitu : 

Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan 

kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam 

pembangunan 

Misi 2  : Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas 

dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial 

budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. 

Misi 3  : Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia 

 

Selanjutnya visi dan misi pembangunan di atas diimplementasikan kedalam 

4 program unggulan sebagai berikut : 

1. Program Unggulan Bontang KITA  

2. Program Unggulan Bontang Baru 

3. Program Unggulan Bontang Bangkit 

4. Program Unggulan Bontang Unggul 

 

Pada  pernyataan misi diatas bidang lingkungan hidup menempati urutan 

prioritas kedua dengan Program Unggulan Bontang Baru. Bontang BARU 

merupakan singkatan dari “Bersih, Asri, LestaRi dan MajU”. Program ini 

dijabarkan kedalam sejumlah rencana aksi yang secara keseluruhan 

dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah dengan dukungan seluruh 

elemen masyarakat Kota Bontang untuk mewujudkan Wajah Baru Kota 

Bontang yang Lebih Hebat yakni Kota Bontang yang Lebih Bersih, Lebih 
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Asri, Lebih Lestari dan Lebih Maju Kotanya menuju Kota Berkelanjutan yang 

Nyaman, Cerdas dan Layak Huni. 

 

3.2.3 Tujuan 

Tujuan dari RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut : 

Tujuan 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, 

bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab 

Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Layak Huni, Cerdas 

dan Berwawasan LingkunganMewujudkan Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan 

Bertanggung Jawab 

Tujuan 3 : Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi lokal dan 

keragaman sosial budaya masyarakat Mewujudkan 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih 

Tujuan 4 : Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul 

mandiri,dan berakhlak mulia 

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

 

3.2.4 Sasaran 

Sasaran dari RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut : 

Tujuan 1 : 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya  Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif 

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kondusifitas wilayah  

 

Tujuan 2 : 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju 

tangguh 
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2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang 

lestari  

Tujuan 3 : 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas 

 

Tujuan 4 : 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akses layanan Pendidikan dan kesehatan 

yang berkualitas  

Tujuan 5 : 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing  

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 

 

Tabel 3.2 berikut menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan OPD DLH Kota Bontang. 
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Tabel 3. 2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Misi 2 

Kota Bontang yang 
BERKELANJUTAN yang layak 
huni, cerdas dan berwawasan 
lingkungan melalui pemantapan 
ekonomi, sosial budaya, dan 
infrastruktur serta pelestarian 
lingkungan hidup 

   

1.1 Program Unggulan Bontang Baru Pencemaran air  Kualitas air limbah masing-masing usaha 
kecil menengah tidak terpantau. 

 Belum adanya pengolahan air limbah 
terpusat khusus untuk usaha tahu tempe 

 

 Pemantauan air sungai rutin 
dilkakukan.  

 Tersedianya data inventarisasi 
sumber pencemar aktifitas usaha 
pencucian kendaraan dan 
laundry. 

 Tersedianya data inventarisasi 
dan kualitas air limbah usaha 
kuliner di Kota Bontang 
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Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  B3 dan Limbah B3 belum 
terkelola dengan baik 

 Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku 
usaha dalam pengelolaan B3 dan LB3 

 Masyarakat belum paham cara memilah 
limbah B3  

 Sarana dan prasarana/Fasiltas B3 dan LB3 
belum memadai 

 Belum adanya SOP pengelolaan limbah B3 

 Limbah B3 diserahkan kepada pengelola 
yang tidak berijin 

 Keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup dalam pengawasan 

 Belum semua fasiltas pengolahan limbah 
medis berijin. 

 Perda No.8 Tahun 2020 
Tentang Pengelolaan Limbah 
B3 

 Perda No.11 Tahun 2020 
Tentang Pengelolaan Sampah 

  Pencemaran udara  Tumbuhnya industri/kegiatan yang 
berpotensi mencemari udara 

 Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor   

 Menurunnya tutupan lahan 

 

  Laboratorium lingkungan 
belum berfungsi optimal 

 Laboratorium lingkungan belum 
terakreditasi 

 Kondisi laboratorium lingkungan belum 
layak 
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Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Cakupan pelayanan 
penanganan sampah belum 
menjangkau semua wilayah 

 Masih terbatasnya infrastruktur, sarana 
dan prasarana pendukung 
pengelolaan/pengolahan persampahan 
untuk menerapkan teknologi ramah 
lingkungan  

 Fasiltas pemilahan sampah belum 
terbangun. 

Dukungan stakeholder dalam 
pengelolaan persampahan 
Tersedia sarana dan prasarana 
Regulasi pengelolaan 
persampahan (Perda No.11 
Tahun 2020 Tentang Pengelolaan 
Sampah)  

  Masih rendahnya 
pengetahuan dan partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan persampahan 

 Terbatasnya frekuensi pelaksanaan 
sosialisasi dan edukasi pengelolaan 
sampah kepada masyarakat 

 

  Belum adanya keterpaduan 

pengelolaan persampahan 

lintas sektoral sehingga 

masih bersifat parsial. 

 Adanya pemahaman bahwa pengelolaan 
sampah adalah tanggungjawab DLH saja 

 

  Penanganan sampah di 

TPA belum optimal 

 Kapasitas landfill sudah terisi kurang lebih 
50 %. 

 Pemrosesan akhir belum optimal 

 Areal TPA cukup luas 

 Adanya program pembangunan  
Sistem Sanitary Landfill dari 
Kementerian PUPR 

 Ditandatanganinya MoU 



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

59 

Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

pembangunan Pembangkit listrik  

    Peralatan kerja sudah tua/tidak memadai 

 Jalan ke kolam IPAL belum terbangun 

 Konstuksi landasan sell 5 belum ada 

 

  Perlindungan 

keanekaragaman hayati 

masih rendah 

Belum optimal dalam perencanaan, 

pendataan dan perlindungan terhadap 

Keanekaragaman Hayati 

Masih adanya hutan kota yang 
menunjang ekosistem kehati 

  Peran serta masyarakat 
/warga sekolah dalam 
pengelolaan lingkungan 
hidup  belum optimal 

 Belum meratanya informasi tentang 
pentingnya pengelolaan dan konservasi 
lingkungan hidup pada masyarakat 

 Kurangnya SDM  yang membidangi 
pembinaan dan sosialisasi kepada 
masyarakat 

 Pemahaman warga sekolah dalam 
menjalankan program sekolah adiwiyata 
belum optimal 

 Pembinaan dan sosialisasi kurang 

 Belum optimalnya integrasi pendidikan 
lingkungan hidup dalam kurikulum satuan 
pendidikan. 

 Terbentuknya kelompok 
masyarakat (organisasi 
masyarakat peduli dan 
berbudaya lingkungan) 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah sekolah berwawasan 
lingkungan cukup tinggi 
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Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

No 
Misi dan  Program  

KDH dan Wakil KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Ketaatan pada hukum 
lingkungan rendah 

 Sosialisasi tentang peraturan perundangan 
lingkungan masih kurang 

 DLH tidak memiliki kewenangan  dalam 
pemberian sanksi kepada industri yg tdk 
memiliki ijin (pendamping DLH Provinsi 
dan Balai Gakkum) 

Regulasi tentang lingkungan 
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

Hasil telaahan terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Timur menjadi masukan dalam dalam  perumusan  faktor 

penghambat atau pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.  

 

Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dan DLH Provinsi Kalimantan Timur tahun bertujuan  untuk 

mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan 

penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis 

dalam Renstra BLH Kota Bontang. Telaahan ini merupakan proses penting 

untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DLH Kota Bontang  dengan 

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan DLH Provinsi 

Kalimantan Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara 

pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BLH 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Berdasarkan Sasaran Renstra 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra BLH Provinsi Kaltim Untuk  dapat 

dilihat pada Tabel.3.3. dan Tabel 3.4.  
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Tabel 3. 3. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 
berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 

Sasaran 
Jangka 

Menengah 
Renstra KLHK 

Permasalahan 
Pelayanan 
Dinas LH 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
Indeks Kualitas 

Lingkungan 
Hidup 

(IKLH) 

IKLH Penentuan Indeks 

Kualitas Lahan 

menggunakan data 

KLHK (skala 

nasional) 

DLH memiliki peta 

tutupan dengan 

skala detail.  

 

 
 

 Mutu air di Sungai di 

Kota Bontang 

diklasifikasikan 

sebagai kelas 2   

 Pemantauan rutin 

kualitas air 

 Tersedianya  

 

 
 

 Sarana dan 

prasarana kurang 

memadai 

 

 
 

 Kurangnya pelatihan 

untuk tenaga teknis 

 

2. 
Penurunan 
Emisi 
Gas Rumah 
Kaca 

(GRK) yang 

Terverifikasi 
pada 

Sektor 
Kehutanan 

dan Limbah 

Penurunan 

Emisi GRK 

Beralihnya fungsi 

lahan   

Adanya kampung 

proklim  

 

 
   Pemanfaatan Gas 

Metan di TPA 

 
   Penanaman Pohon 

cantin dan PNS 

(Intruksi Wali Kota 

Bontang Nomor 

188.55/3/ORG/2019 

tentang 

Pelaksanaan 

Penanaman Pohon 

Bagi Calon Pegawai 

Negeri Sipil dan 

Pegawai Negeri 
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No 

Sasaran 
Jangka 

Menengah 
Renstra KLHK 

Permasalahan 
Pelayanan 
Dinas LH 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sipil dan Intruksi 

Wali Kota Bontang 

Nomor 

188.55/2/2019 

tentang 

Pelaksanaan 

Penanaman Pohon 

Bagi Calon 

Pengantin 

3. 
Indeks Kinerja 

Pengelolaan 

Sampah 
(IKPS) 
 

Pengelolaan 

Persampahan 

 Dokumen Jakstrada 

sudah tersusun. 

4. 
Jumlah Kasus 
LHK yang 
Ditangani 
melalui 
Penegakan 
Hukum 

Penanganan 

kasus/aduan 

masyarakat  

lingkungan 

hidup 

Kewenangan 

penyelesaian 

aduan/kasus 

berkurang   

Tersedianya POS 

Pengaduan 

Jabatan fungsional 

PPLH 
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Tabel 3. 4. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi 
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra DLH 

Provinsi Kaltim 

 Permasalahan 

Pelayanan Dinas LH 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
Menurunnya 

Emisi GRK 
Penurunan Emisi Gas Rumah 

Kaca 

Beralihnya fungsi lahan   Adanya kampung proklim  

Pemanfaatan Gas Metan di TPA 

Penanaman Pohon cantin dan PNS (Intruksi 

Wali Kota Bontang Nomor 188.55/3/ORG/2019 

tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi 

Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri 

Sipil dan Intruksi Wali Kota Bontang Nomor 

188.55/2/2019 tentang Pelaksanaan 

Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

65 

3.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidu 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah 

rangkaian  analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain: 

1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 

2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;  

3) Kinerja layanan/jasa ekosistem; 

4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 

6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program 

pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa 

daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 

1) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib 

diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;  

2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.  

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap 

dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan 

kegiatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang berimplikasi negatif terhadap 

lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan yang berimplikasi 

negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu 

direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. 

Hasil analisis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Bontang Tahun 

2021-2026 dan analisis tim menunjukkan bahwa dari 222 indikator 

Kabupaten/Kota terdapat 13 indikator yang berada pada DLH Kota Bontang. 
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Berdasarkan kajian tersebut capaian indikator Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) DLH Kota Bontang yakni terdapat; 

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target 

nasional (SS) sebanyak 5 indikator 

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 

nasiaonal (SB) sebanyak 3 indikator 

3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target 

nasional (BB) sebanyak 1 indikator 

4. Indikator TPB yang tidak atau belum ada data (NA) sebanyak 4 indikator 

Gambaran capaian indikator TPB DLH Kota Bontang dapat dilihat pada 

Gambar 2.9. 

 

Gambar 2. 8. Capaian Indikator TPB 

 

Berdasarkan capaian indikator TPB pada DLH Kota Bontang terdapat  beberapa 

hal yang perlu menjadi perhatian  dalam perumusan kebijakan, rencana, 

dan/atau program ke depannya.  Dimana terdapat 3 indikator yang sudah 

dilaksanakan namum belum mencapai target nasiaonal perlu untuk menjadi 

prioritas. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut. 

0 1 2 3 4 5

Sudah dilaksanakan dan Sudah mencapai target
(SS)

Sudah dilaksanakan dan Belum mencapai target
(SB)

Belum dilaksanakan dan Belum mencapai target
(BB)

Tidak atau Belum ada data (NA)

Capaian Indikator TPB DLH Kota Bontang 
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Tabel 2. 19. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kota Bontang 
Dinas Lingkungan Hidup 

No. TPB Isu Strategis Indikator 
Capaian 
Indikator 

TPB 

Alternatif 
skenario dan 
Rekomendasi 
KLHS RPJMD 

1. TPB 06     

1.1 Menjamin 
Ketersediaan 
serta 
Pengelolaan Air 
Bersih dan 
Sanitasi Layak 
yang 
Berkelanjutan 
untuk semua 

Masih terdapat 
warga kota yang 
belum memperoleh 
layanan air bersih, 
masih terbatasnya 
kapasitas prasarana 
dan sarana 
pemenuhan air 
baku, DDDTLH air 
sudah terlampui. 
 

6.3.2.(b) 
Kualitas air 
sungai 
sebagai 
sumber air 
baku. 

SS Indikator TPB 
yang sudah 
dilaksanakan 
dan sudah 
mencapai target 
agar tetap 
dipertahankan 
dan terus 
ditingkatkan 

1.2 Menjamin 
Ketersediaan 
serta 
Pengelolaan Air 
Bersih dan 
Sanitasi Layak 
yang 
Berkelanjutan 
untuk semua 
 
 

Masih terdapat 
warga kota yang 
belum memperoleh 
layanan air bersih, 
masih terbatasnya 
kapasitas  
prasarana dan 
sarana pemenuhan 
air baku, DDDTLH 
air sudah terlampui. 

6.3.2.(a) 
Kualitas air 
danau. 
 
 
 
 
 
 

SB Perlu upaya 
tambahan untuk 
mendukung 
ketercapaian 
target TPB 6 
pada indikator 
6.3.2 (a) 

1.3 Menjamin 
Ketersediaan 
serta 
Pengelolaan Air 
Bersih dan 
Sanitasi Layak 
yang 
Berkelanjutan 
untuk semua 

 6.5.1.(f) 
Jumlah 
wilayah 
sungai yang 
memiliki 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
daerah 
tangkapan 
sungai dan 
danau. 

SB Perlu upaya 
tambahan untuk 
mendukung 
ketercapaian 
target TPB 6 
pada indikator 
6.5.1 (f) 

2. TPB 11     

2.1 Menjadikan Kota 
dan Permukiman 
Inklusif, Aman, 
Tangguh dan 
Berkelanjutan 

Masih terdapat 
pemukiman kumuh 
dan masi terjadi 
banjir. 

11.6.1.(a) 
Persentase 
sampah 
perkotaan 
yang 
tertangani. 
 

SS  

2.2 Menjadikan Kota 
dan Permukiman 
Inklusif, Aman, 
Tangguh dan 
Berkelanjutan 

 11.7.1.(a) 
Jumlah kota 
hijau yang 
menyediaka
n ruang 
terbuka hijau 
di kawasan 

SS  
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No. TPB Isu Strategis Indikator 
Capaian 
Indikator 

TPB 

Alternatif 
skenario dan 
Rekomendasi 
KLHS RPJMD 

perkotaan 
metropolitan 
dan kota 
sedang. 
 

3. TPB 12     

3.1 Menjamin Pola 
Produksi dan 
Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

Masih tingginya  
timbulan sampah 
domestik warga 

12.5.1. (a) 
Jumlah 
timbulan 
sampah 
yang didaur 
ulang. 
 

SS  

3.2 Menjamin Pola 
Produksi dan 
Konsumsi yang 
Berkelanjutan 
 
 
 

Masih tingginya  
timbulan sampah 
domestik warga 

12.4.2. (a) 
Jumlah 
limbah B3 
yang 
terkelola dan 
proporsi 
limbah B3 
yang diolah 
sesuai 
peraturan 
perundanga
n (sektor 
industri). 
 

NA  

3.3 Menjamin Pola 
Produksi dan 
Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

 12.7.1. (a) 
Jumlah 
produk 
ramah 
lingkungan 
yang 
teregister. 
(dipetimban
gkan-
konfirm 
disperindagk
op. 

NA  

4. TPB 15     

4.1 Melindungi, 
Merestorasi dan 
Meningkatkan   
Pemanfaatan 
Berkelanjutan 
Ekosistem 
Daratan, 
Mengelola Hutan 
Secara Lestari, 
Menghentikan  
Penggurunan, 
Memulihkan 
Degradasi 
Lahan, Serta 

Masih ada aktivitas 
pembangunan yang 
tidak 
mempertimbangkan 
DDDTLH Kota 
Bontang 

15.1.1. (a)  
Proporsi 
tutupan 
hutan 
terhadap 
luas lahan 
keseluruhan. 

SS  
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No. TPB Isu Strategis Indikator 
Capaian 
Indikator 

TPB 

Alternatif 
skenario dan 
Rekomendasi 
KLHS RPJMD 

Menghentikan    
Kehilangan 

4.2 Melindungi, 
Merestorasi dan 
Meningkatkan   
Pemanfaatan 
Berkelanjutan 
Ekosistem 
Daratan, 
Mengelola Hutan 
Secara Lestari, 
Menghentikan  
Penggurunan, 
Memulihkan 
Degradasi 
Lahan, Serta 
Menghentikan    
Kehilangan 

Masih ada aktivitas 
pembangunan yang 
tidak 
mempertimbangkan 
DDDTLH Kota 
Bontang 

15.9.1. (a) 
Dokumen 
rencana 
pemanfaata
n 
keanekarag
aman hayati. 

SB 
 

Perlu upaya 
tambahan untuk 
mendukung 
ketercapaian 
target TPB 15 
pada indikator 
15.9.1 (a) 

4.3 Melindungi, 
Merestorasi dan 
Meningkatkan   
Pemanfaatan 
Berkelanjutan 
Ekosistem 
Daratan, 
Mengelola Hutan 
Secara Lestari, 
Menghentikan  
Penggurunan, 
Memulihkan 
Degradasi 
Lahan, Serta 
Menghentikan    
Kehilangan 

Masih ada aktivitas 
pembangunan yang 
tidak 
mempertimbangkan 
DDDTLH Kota 
Bontang 

15.3.1. (a) 
Proporsi 
luas lahan 
kritis yang 
direhabilitasi 
terhadap 
luas lahan 
keseluruhan. 

NA  

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2021-2026 
Keterangan: 

SS : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional 

SB : Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasiaonal 

BB : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional‟ 

NA : Tidak atau belum ada data 
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Tabel 3. 5. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat  
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD 
Permasalahan 

Pelayanan Dinas LH 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
TPB 06 
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan 
Air Bersih dan Sanitasi Layak yang 
Berkelanjutan untuk semua 

Pengendalian kualitas air Air yang dikelola untuk air 
minum tercemar e coli 

Pemantauan rutin kualitas air bawah 
tanah 

2. 
TPB 11 
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, 
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 

Pengelolaan sampah di Kota 
Bontang 

Lihat sebelumnya Lihat sebelumnya 

3. 
TPB 11 
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, 
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 

Belum optimalnya fungsi RTH di 
Kota Bontang 

RTH belum diinventarisasi 
dengan baik 

Perda No12 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Hutan Kota 

4. 
TPB 12 
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

Penyediaan bahan baku industri 
daur ulang sampah  

Belum optimalnya upaya 
pemilahan sampah dari 
sumbernya 

Sudah ada 10 Bank sampah yang 
beroperasi 
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No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD 
Permasalahan 

Pelayanan Dinas LH 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. 
TPB 15 
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan   
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem 
Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, 
Menghentikan  Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, Serta Menghentikan    
Kehilangan 

   

6. 
TPB 06 
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan 
Air Bersih dan Sanitasi Layak yang 
Berkelanjutan untuk semua 

   

 
TPB 06 
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan 
Air Bersih dan Sanitasi Layak yang 
Berkelanjutan untuk semua 

   

 
TPB 15 
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan   
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem 
Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, 
Menghentikan  Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, Serta Menghentikan    
Kehilangan 

Pengelolaan Kehati Luasan habitat Kehati 
berkurang 

Ketersediaan Hutan Kota  
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah 

dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah 

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan 

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka 

panjang. 

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, yaitu : 

1. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim  

2. Potensi pencemaran udara  

3. Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup 

4. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup  

5. Penyediaan lahan TPA baru 

6. Pemenuhan sarana prasarana TPA 

7. Laboratorium lingkungan belum memenuhi standar 

8. Potensi pencemaran air 

9. Sampah sebagai sumberdaya  

10. Pengurangan sampah dari sumbernya  

11. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan  
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BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun. 

 

4.1.1 Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 

meletakkan  kerangka  prioritas  untuk  memfokuskan  arah  semua program 

dan kegiatan dalam melaksanakan misi dan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. 

 

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik , mudah dicapai, rasional, 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 
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Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. 
Meningkatkan 
kualitas 
lingkungan hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

  64,79 65,33 65,87 66,41 66,95  

   Meningkatnya Pengendalian 
Kualitas Air 

Indeks  Kualitas Air 53,33 

 

53,43 53,53 53,63 53,73 53,83 

Meningkatnya Pengendalian 
Kualitas Udara 

Indeks  Kualitas Udara 86,14 86,24 86,34 86,44 86,54 86,64 

Meningkatnya Pengendalian 

Kualitas Lahan 

Indeks Kualitas Lahan 44,99 47,10 49,21 51,32 55,43 51,32 

2. Meningkatkan 
kinerja 
pengelolaan 
persampahan  
 

Persentase Rumah 
Tangga di Perkotaan 
yang terlayani 
Pengelolaan 
Persampahan 

Meningkatkan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan 

Persentase 
Pengelolaan Sampah 
 

99% 99% 99% 100% 100% 100% 

SUNGA 
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BAB V  

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam 

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan 

yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi 

stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang 

menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic 

objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau 

kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir 

strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah 

daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap 

kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). 

 

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi 

Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang 

secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD 

maka dianggap strategis. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis 

gambaran pelayanan OPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan 

sasaran jangka menengah OPD. 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program maka perlu disusun strategi. Pemilihan strategi 

yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang 

dihasilkan melalui Analisa SWOT. 
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Tabel 5. 1. Identifikasi SWOT 

Internal Eksternal 

(+) Kekuatan (+) Peluang 

1. Tersedianya produk hukum daerah 

tentang lingkungan hidup 

2. Berkembangnya  Inovasi dibidang 

lingkungan hidup.  

3. DLH sebagai regulator 

 

 

1. Kepedulian pemangku 

kepentingan terhadap kelestarian 

lingkungan  

2. Pendanaan dari kementerian dan 

provinsi kalimantan timur            

3. Keberadaan P3 LH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

(-) Kelemahan (-) Ancaman 

1. Laboratorium belum terakreditasi 

2. Kualitas dan kuantitas SDM belum 

memadai  

3. Kurangnya sarana dan prasarana 

kerja  

4. Penegakan hukum lingkungan 
belum optimal   

 

1. Potensi pencemaran air dan udara  

2. Potensi kerusakan tanah 

3. Degradasi keanekaragaman hayati 

(Kehati) 

4. Belum optimalnya partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan  

5. Belum terkelolanya limbah B3 di 

kantor dan masyarakat 

6. Pengelolaan RTH belum optimal 
7. Area landfill TPA sangat terbatas 
8. Pengurangan sampah dari 

sumbernya masih rendah 
 

 

 

Dari hasil analisa SWOT tersebut di atas dapat ditentukan strategi untuk 

pencapaian sasaran dengan formulasi pada gambar di bawah ini.   .  

Gambar 5. 1. Strategy Worksheet : SWOT Formulation 
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Alternatif strategi tertera pada Tabel 5.2 

 
 

Tabel 5. 2. Penentuan Alternatif Strategi 

 
 
 
 

EKTERNAL 
 
 
 
 

 
INTERNAL 

Peluang Ancaman 
1. Kepedulian pemangku 

kepentingan terhadap 

kelestarian lingkungan  

2. Bantuan keuangan dari 

kementerian dan provinsi 

3. Keberadaan P3 LH  

 

1. Potensi pencemaran air dan 

udara  

2. Potensi kerusakan tanah 

3. Degradasi keanekaragaman 

hayati (Kehati) 

4. Partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan belum 

optimal 

5. Limbah B3 di kantor, usaha 

dan masyarakat belum 

terkelolanya 

6. Pengelolaan RTH belum 
optimal 

 
 

Kekuatan 
Alternatif Strategi  

(Kekuatan-Peluang) 

Alternatif Strategi 
(Kekuatan-Ancaman) 

1. Tersedianya produk 

hukum daerah tentang 

lingkungan hidup 

2. Berkembangnya  

Inovasi dibidang 

lingkungan hidup.  

3. DLH sebagai regulator 

 

 

1. Pemberdayaan pemangku 
kepentingan yang peduli 
untuk berpartisipasi dalam 
pengembangan inovasi 
bidang lingkungan hidup 

2. Mengoptimalkan keberadaan 
P3 LH  untuk 
pengembangan inovasi di 
bidang lingkungan hidup  

3. Memperkuat fungsi DLH 
dalam mengarahkan 
kepedulian pemangku 
kepentingan terhadap 
kelestarian lingkungan.  

 

1. Memanfaatkan produk hukum 
lingkungan hidup daerah 
untuk mengurangi potensi 
pencemaran air dan udara, 
kerusakan tanah 

2. Menggunakan inovasi-inovasi 
di bidang lingkungan untuk 
mengurangi potensi 
pencemaran air da  udara, 
potensi kerusakan tanah dan 
degredasi keanekaragaman 
hayati  

4. Mengggunakan peran DLH 
sebagai regulator untuk 
mangatur pengelolaan limbah 
B3 di kantor dan masyarakat 

5. Memaksimalkan penggunaan 
produk 

Kelemahan 
Alternatif Strategi 

(Kelemahan-Peluang): 
Alternatif Strategi 

(Kelemahan-Ancaman) 

1. Laboratorium belum 
terakreditasi 

2. Kualitas dan kuantitas 
SDM yang belum 
memadai 

3. Kurangnya sarana dan 
prasarana kerja  

4. Penegakan hukum 
lingkungan belum 
optimal  

 

1. Mengoptimalkan 
kepedulian pemangku 
kepentingan untuk 
mengatasi kurangnya 
sarana dan prasarana 
kerja. 

2. Memanfaatkan keberadaan 
P3 LH untuk mewujudkan 
laboratorium yang 
berakreditasi 

3. Memanfaatkan pendanaan 
dari kementerian dan 

1. Membangun laboratorium 
berakreditasi untuk mengatasi 
potensi pencemaran air dan 
udara dan potensi kerusakan 
tanah. 

2. Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas SDM untuk 
mengatasi potensi 
pencemaran air, udara, 
kerusakan tanah, degredasi 
KEHATI, dan pengoptimalan  
partisipasi masyarakat dalam 
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Provinsi Kaltim untuk 
mewujudkan laboratorium 
berakreditasi dan 
meningkatkan sarana dan 
prasarana kerja 
Mengoptimalkan  

4. keberadaan P3 LH untuk 
mengatasi keterbatasan 
kewenangan dalam 
pengelolaan lingkungan    

5. Menggunakan kepedulian 
pemangku kepentingan  
untuk mengoptimalkan 
penegakan hukum 
lingkungan 
 

pengelolaan lingkungan dan 
RTH.  

3. Meningkatkan sarana dan 
prasarana kerja untuk 
mengatasi potensi 
pencemaran air , udara dan 
kerusakan tanah, pengelolaan 
limbah B3 dan pengoptimalan 
pengelolaan RTH. 

4. Mengoptimalkan penegakan 
hukum lingkungan untuk 
mengurangai potensi 
pencemaran air dan udara, 
kerusakan tanah, pengelolaan 
limbah B3 danpengelolaan 
RTH.  

5. Meningkatkan sarana dan 
prasarana kerja untuk 
meningkatakn pengurangan 
sampah 
 

 

 

5.2. Kebijakan 

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang 

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan 

ataupun pelaksanan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi 

pemerintah. 
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Tabel 5. 3. Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, dan Kebijakan 

VISI : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

MISI 
: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, 

sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1.  Meningkatkan 
kualitas lingkungan 
hidup 

1.1 Meningkatnya Pengendalian 
Kualitas Air 

1.1.1 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 
untuk mengatasi potensi pencemaran air 

  1.1.2 Peningkatan Kualitas Air 1.1.2.1 Memanfaatkan pendanaan dari 
kementerian dan provinsi untuk 
pengembangan SDM 

  1.1.3 Pengembangan inovasi pengelolaan 

lingkungan 

1.1.3.1 Menggunakan inovasi bidang lingkungan 
untuk mengurangi potensi pencemaran air 

    1.1.3.2 Mengoptimalkan kepedulian pemangku 
kepentingan untuk berpartisipasi dalam 
pengembangan inovasi Bidang 
Lingkungan Hidup 

 1.1.4 Pembangunan laboratorium 
berakreditasi 

1.1.4.1 Memanfaatkan keberadaan P3 LH untuk 
mewujudkan laboratorium yang 
berakreditasi 

 

 

1.1.4..2 Memanfaatkan pendanaan dari 

kementerian dan Provinsi Kaltim untuk 

mewujudkan laboratorium berakreditasi 



 

 
 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KOTA BONTANG 2021-2026 

 

80 

VISI : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

MISI 
: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, 

sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

   1.1.5 Peningkatan sarana dan prasarana 
kerja 

1.1.5.1 Memanfaatkan pendanaan dari 
kementerian dan Provinsi Kaltim untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana kerja 

   1.1.6 Pengelolaan limbah B3 di kantor dan 
masyarakat 

1.1.5.1 Mengggunakan peran DLH sebagai 
regulator untuk mangatur pengelolaan 
limbah B3 di kantor dan masyarakat 

      Meningkatkan sarana dan prasarana kerja 
untuk pengelolaan limbah B3 

 1.2 Meningkatnya Pengendalian 
Kualitas Udara 

1.2.1 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.2.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 
untuk mengatasi potensi pencemaran 
udara 

     1.2.1.2 Memanfaatkan pendanaan dari 
kementerian dan provinsi untuk 
pengembangan SDM 

   1.2.2 Pengelolaan RTH 1.2.2.1 Penghijauan 

     1.2.2.2 Pembangunan taman-taman 

 1.3 Meningkatnya perlindungan 
terhadap taman kehati 

1.3.1 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1.3.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 
untuk mengatasi potensi kerusakan tanah 
dan degredasi keanekaragaman hayati   

     Memanfaatkan pendanaan dari 
kementerian dan provinsi untuk 
pengembangan SDM 
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VISI : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab 

MISI 
: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, 

sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

  1.3.2 Pengembangan inovasi pengelolaan 

lingkungan 

1.3.2.1 Menggunakan inovasi-inovasi di bidang 

lingkungan untuk mengurangi potensi 

kerusakan tanah degradasi 

keanekaragaman hayati   

  1.3.3 Peningkatan Pengelolaan RTH 1.3.3.1 Memanfaatkan keberadaan P3 LH untuk 

mengoptimalkan pengelolaan RTH 

  1.3.4 Peningkatan sarana dan prasarana 

kerja 
1.3.4.1 Memanfaatkan pendanaan dari 

kementerian dan Provinsi Kaltim untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana kerja 

2.  2.1 Meningkatnya cakupan 
pengelolaan persampahan 

2.1.1 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 
untuk mengatasi potensi 

      2.1.1.2 Memanfaatkan pendanaan dari 
kementerian dan provinsi untuk 
pengembangan SDM 

    2.1.2 Pengembangan inovasi pengelolaan 

lingkungan 
2.1.2.1 Menggunakan inovasi bidang lingkungan 

untuk meningkatkan pengurangan sampah 
dari sumbernya 

    2.1.3 Pengurangan sampah dari sumbernya  Meningkatkan sarana dan prasarana kerja 
untuk pengurangan sampah dari 
sumbernya 
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BAB VI  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Bagian ini membahas rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 sebagaimana 

disajikan pada Tabel 6.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang

Tahun 2021

target target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MENINGKATKAN 

KUALITAS 

LINGKUNGAN 

HDIUP 

INDEKS 

KUALITAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP

64,79 65,33          16.163 65,87         17.580 66,41         18.408 66,95          18.118 67,49           18.933 67,49

MENINGKATNYA 

PENGENDALIAN 

KUALITAS AIR

Indeks  

Kualitas Air 

(IKA)

50 53,43          15.317 53,53         16.070 53,63         16.598 53,73          16.578 53,80           17.323 53,80        83.486 

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan 

Layanan Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persen                100         100     14.154,00        100    14.295,54       100    14.438,50       100     14.582,88      100      15.457,85       100    82.875,52 Sekretariat 

2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran  

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah jenis dokumen 

perencanaan dan evaluasi

Jenis                    7            6                   5            6                  4           6                  6           6                   6          6                   5 30 25,8

2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Dokumen                    3            2                   2            2                  1           2               2,0           2                2,0          2                   1 10 8,0

2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Dokumen                    1            1                   1            1                  1           1                  1           1                   1          1                   1 5 4,2216

2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Dokumen                    1            1            1                  1           1                  1           1                   1          1                   1 5 3,596

2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan 

Capaian Kinerja  dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Laporan                    3            3                   2            3                  2           3                  2           3                   2          3                   2 15 10

2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja   Perangkat 

Daerah

Laporan                    4            4            4           4           4          4 20 0

2.11.01.2.01 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Cakupan Pengelolaan 

Keuangan Perangkat 

Daerah

%                100         100            8.573        100           8.744       100           8.744       100            8.854      100             9.304 100        44.219 

2.11.01.2.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Orang/ 

bulan

                 60          60            8.569          60           8.740         60           8.740         60            8.850        60             9.300 300        44.199 

2.11.01.2.01.03 Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/ Verfikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Dokumen                    1            1            1           1           1          1 5                  - 

2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi

Dokumen                    1            2            2           2           2          2 10                  - 

2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah Laporaran 

Keuangan Akhir Tahun 

(LKAT) SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun

Laporan                    2            1                   2            1             2,00           1                  2           1                   2          1                   2 5               10 

2.11.01.2.01.06 Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan        

Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan

Dokumen                    1            1            1           1           1          1 5                  - 

2.11.01.2.01.07 Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulan 

/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme

steran  SKPD

Laporan                  12          17                   2          17                  2         17                  2         17                   2        17                   2 85               10 

Lokasi
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Indikator Kinerja,  

Program (outcome ), 

Kegiatan (Output) dan 

Sub Kegiatan (Sub 

Satuan

Data Capaian 

pada Tahun 
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x1.000.000)

Kondisi Kinerja 

pada Akhir Renstra 

Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode
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Kondisi Kinerja 

pada Akhir Renstra 

Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

2.11.01.2.01.08 Penyusunan pelaporan dan 

analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Dokumen 

Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 

Anggaran

Dokumen 1                              1            1           1           1          1 5                  - 

2.11.01.2.03 Administrasi     Barang     Milik     

Daerah pada Perangkat Daerah

Cakupan Administrasi 

Barang Milik Daerah

% 100                       100        100       100       100      100 100

2.11.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah   Dokumen   

Pengamanan   Barang   

Milik Daerah SKPD

Dokumen -            1            1           1           1          1          5 

2.11.01.2.03.04 Pembinaan,    Pengawasan,    

dan    Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 

Pembinaan, Pengawasan,

dan  Pengendalian  

Barang  Milik  Daerah  

pada SKPD

Laporan 1                              1            1           1           1          1          5 

2.11.01.2.03.05 Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  

Laporan  Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Jumlah  Laporan  

Rekonsiliasi  dan  

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Laporan 1                              1            1           1           1          1          5 

2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah  Laporan  

Penatausahaan  Barang  

Milik Daerah pada SKPD

Laporan 1                              1            1           1           1          1          5 

2.11.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah   Dokumen   Hasil   

Pemanfaatan   Barang

Milik Daerah SKPD

Dokumen 1                              1            1           1           1          1          5 

2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Cakupan pengelolan 

admnistrasi kepegawaian 

%               324              174              175               100                120 893

2.11.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan   

Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan 

Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai

Unit

2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket          60                 94          60                94         60                95 61 283

2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan      

Administrasi Kepegawaian

Jumlah  Dokumen  

Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Dokumen                  12          12          12         12         12        12 60

2.11.01.2.05.04 Koordinasi  dan  Pelaksanaan  

Sistem  Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil     

Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 

Informasi Kepegawaian

Dokumen  -            1            1           1           1          1 5

2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Orang                    5 10                       230          10                80         10                80         10               100        10                120 50 610

2.11.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah    Orang    yang    

Mengikuti    Sosialisasi

Peraturan Perundang-

Undangan

Orang  - 1                      1           1           1          1 1

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Cakupan pengelolan 

admnistrasi umum 

100                100         100               980        100              992       100           1.009       100            1.150      100             1.277 100 5228

2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan    

dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

Paket                  19          16               246          16              230         16              234         16               250        16                275 80          1.235 

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah  Paket  Peralatan  

Rumah  Tangga  yang

Disediakan

Paket  -            5                 10            5                15           5                15           5                 70          5                  70 25

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

Paket                    1            5                 87            5                89           5                91           5               120          5                122 25             509 

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

Paket                    1            1                 37            1           37,80           1                39           1                 60          1                  60 5             234 

2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan      

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan                  12          12               600          12              620         12              630         12               650        12                750 60          3.250 

2.11.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Dokumen                  12          12          12         12         12        12 60
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Perangkat 
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Data Capaian 
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x1.000.000)

Kondisi Kinerja 

pada Akhir Renstra 

Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Cakupan pengadaan 

barang milik daerah

100                100         100               459        100              496       100              536       100               520      100                600 100 13947

2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan

Unit                    2            2               400            2              400           2              440           2               520          2                600 10

2.11.01.2.07.04 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

Paket            1                 59            1                96           1                96          3             251 

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Cakupan Jasa Penunjang %                100         100            1.308        100           1.332       100           1.356       100            1.415      100             1.437       100          6.848 

2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan  

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Laporan                    1            1                   8            1                  8           1                  8           1                 10          1                  10          5               44 

2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya air dan Listrik

Jumlah Laporan  

Penyediaan Jasa  

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan

Laporan                    1            1               100            1              100           1              100           1               125          1                120          5             545 

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan   

Penyediaan Jasa   

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

Laporan                  12          12            1.200          12           1.224         12           1.248         12            1.280        12             1.307         60          6.259 

2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Cakupan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah

%                100         100            2.505        100           2.553       100           2.612       100            2.538      100             2.715       100        11.714 

2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perijinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit                  25          25            2.170          25           2.213         25    2.257,495         25     2.302,880        25      2.349,853 25        11.294 

2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  

Prasarana  Gedung  

Kantor atau Bangunan           

Lainnya yang

Dipelihara/ Direhabilitasi

1 Unit                    1            1               120            1              120           1              130          1                130 

2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah    Sarana    dan    

Prasarana    Pendukung 

Gedung  Kantor  atau  

Bangunan  Lainnya  yang

Dipelihara/Direhabilitasi

4 Unit                    4            4               215            4              220           4              225           4               235          4                235 

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase penyusunan 

dokumen perencanaan 

lingkungan hidup

%                  25          75        300,375 100 100 100 180 100 100 180 Bid.Konservasi 

SDA & 

Pengkajian 

Dampak 

Lingkungan
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Kabupaten/Kota

jumlah penyelenggaraan 

kajian RPPLH

kali 0 1 120,375 1 120

2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan 

RPPLH Kabupaten/Kota

Jumlah Hasil Penyusunan 

dan Penetapan RPPLH 

Kabupaten/Kota yang 

Disusun

dokumen 1 120,375 1 120

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) Kabupaten/Kota

Jumlah penyelenggaraan 

kajian KLHS

kali 1 1 180 1 180 2 360

2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan 

KLHS Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen KLHS 

Rencana Tata Ruang 

Kab/Kota yang Disusun

dokumen 1 180 1 180

2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan 

KLHS RPJPD/RPJMD

Jumlah dokumen KLHS 

RPJPD/RPJMD Kab/Kota 

yang Disusun

dokumen 1 1 180

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Cakupan pengendalian 

pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan 

hidup

% 67 83          531,57 87           1.195 91           1.495 96            1.225 100             1.275 100          5.367 Bid. 

Pengendalian 

Pencemarana & 

Kerusakan 

Lingkungan
2.11.03.2.01 Pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup Kabupaten/Kota

prosentase pencegahan 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan

%          93          460,57          95           1.124         95           1.424         97            1.154      100             1.204       100          5.367 
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Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut

Jumlah Dokumen Uji 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap 

Media Tanah, Air, Udara, 

dan Laut

Dokumen 121 128

1

201 130 669 132 399 134 679 136 729 136 2.677

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Jumlah   Pengambilan   

Contoh   Uji,   Pengujian 

Parameter  Kualitas  

Lingkungan  dan  

Dokumen Mutu yang 

Dilaksanakan

Dokumen 1 255 1 450 1 1020 1 470 1 470 5 2.665

2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN 

BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN (B3) DAN LIMBAH 

BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase 

pengendalian limbah 

bahan berbahaya dan 

beracun (B3) 

%                100         100                1,2        100               1,5       100               1,7       100                2,0      100                 2,2       100              8,6 Bid. 

Pengendalian 

Pencemarana & 

Kerusakan 

Lingkungan; JFT

2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara 

Limbah B3

Jumlah laporan 

pengelolaan limbah B3 

dari kantor dan oli bekas

           1                1,2            1               1,5           1               1,7           1                2,0          1                 2,2          5                 9 

2.11.05.2.01.01 Fasiltasi Pemenuhan Komitmen 

Izin Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 Dilaksanakan 

Melalui Sistem Pelayanan 

Perijinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik

Jumlah Fasilitasi 

Persetujuan/Izin 

Penyimpanan sementara 

Limbah B3  yang  

Dilaksanakan Melalui 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik

Dokumen                    1            1                0,2            1               0,5           1               0,7           1                1,0          1                 1,2          5                 4 

2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk 

Memastikan Pemenuhan 

Persyaratan Administrasi dan 

Teknis Penyimpanan 

Sementara Limbah B3

Jumlah Laporan Kegiatan 

Verifikasi Lapangan 

Pemenuhan Komitmen 

Persetujuan/Izin 

Penyimpanan    

sementara    dan     

Pengumpulan

Limbah B3

Laporan            1                   1            1                  1           1                  1           1                   1          1                   1          5                 5 

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP 

IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Tingkat ketaatan usaha/ 

kegiatan terhadap izin 

lingkungan atau PPLH

%                  96          96              15,5          96             60,0         96           135,0         96              60,0        96               60,0         96          330,5 Bid.Konservasi 

SDA & 

Pengkajian 

Dampak 

Lingkungan; Bid. 

Pengendalian 

Pencemaran & 

Kerusakan 
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan 

Terhadap Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan 

dan Izin PPLH diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya kegiatan 

pembinaan pengawasan 

thd pelaku usaha dan/atau 

kegiatan

%         100              15,5        100             60,0       100           135,0       100                 60      100                  60       500             331 

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan dan Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Jumlah Rekomendasi 

dan/atau Persetujuan 

Teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat 

Kelayakan Operasi yang 

Diberikan

Dokumen          15              12,5          15                57         15              132         15                 57        15                  57         75             316 

2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan 

Hidup, Izin PPLH yang 

Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Dari 

Usaha dan/atau Kegiatan 

yang Diawasi Izin 

Lingkungan, Persetujuan 

Lingkungan, Surat 

Kelayakan Operasi oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Laporan                    1            1                1,5            1               1,5           1               1,5           1                1,5          1                 1,5          5                 8 

2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan dan Penerapan 

Sanksi Upaya dan Rencana 

PPLH

Jumlah Dokumen     Hasil     

Koordinasi     dan

Sinkronisasi Pengawasan 

dan Penerapan Sanksi 

Upaya dan Rencana 

PPLHD

Dokumen 1 1                1,5 1               1,5 1               1,5 1                1,5 1                 1,5 5                 8 
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Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

2.11.08.2 PROGRAM PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, PELATIHAN 

DAN PENYULUHAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

Cakupan kapasitas  

diklat dan penyuluhan

% 20 20 153 40 385 60 385 80 385 100 385 100          1.693 Bid. Peningkatan 

Kapasitas dan 

Penegakan 

Hukum 

Lingkungan

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota

Jumlah jenis diklat dan 

penyuluhan

Jenis 2 2 153 2 385 2 385 2 385 2 385 2          1.693 

2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Bidang Lingkungan 

Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga/ 

kelompok Masyarakat/ 

Institusi yang Terdaftar 

yang Meningkat Kapasitas 

dan Kompetensinya 

Terkait PPLH

Lembaga 107,101812              208              208               208                208 939

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

Jumlah Pendampingan    

Pembinaan Gerakan 

Peduli dan Berbudaya  

Lingkungan Hidup yang

Dilaksanakan

Dokumen 3 3 20 3                15 3                15 3                 15 3                  15 3 80

2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan 

dan Kampanye Lingkungan 

Hidup

Jumlah Masyarakat/ 

Kelompok Masyarakat/ 

Pelaku Usaha/Kegiatan 

yang terlibat

orang 75 75 25,9 75 162 75 162 75 162 75 162 375 674

2.11.09.2 PROGRAM PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

cakupan perhargaan 

lingkungan hidup (%)

% 100 100 120 100 68 100 68 100 68 100 68 100 392 Bid. Peningkatan 

Kapasitas dan 

Penegakan 

Hukum 

Lingkungan

2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan 

Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Penghargaan yang 

diberikan

Jenis 3 4 120 4 68 4 68 4 68 4 68 20 392

2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/ Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat/ 

Lembaga Masyarakat/ 

Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/ Filantrophi  

yang Dinilai Kinerjanya 

dalam rangka PPLH

Entitas 6 6 120 6 68 6 68 6 68 6 68 30 392

2.11.10.2 PROGRAM PENANGANAN 

PENGADUAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Cakupan Penanganan 

Pengaduan 

% 100 100 40,96 100 65 100 75 100 75 100 75 100 75 Bid. Peningkatan 

Kapasitas dan 

Penegakan 

Hukum 

Lingkungan

2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) 

Kabupaten/Kota

Persentase pengaduan yg 

diselesaikan

% 50 50 40,96 50 65 50 75 50 75 50 75 50 331

2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat terhadap PPLH 

Kabupaten/Kota

Jumlah  Pengaduan  

Masyarakat  Terhadap  

PPLH Kabupaten/Kota 

yang Ditindaklanjuti/ 

Ditangani

Dokumen 12 12 30 12 50 12 50 12 50 12 50 60 230

2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi Administrasi, 

Penyelesaian Sengketa, dan/ 

atau Penyidikan Lingkungan 

Hidup di Luar Pengadilan atau 

melalui Pengadilan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerapan 

Sanksi Administrasi, 

Penyelesaian Sengketa, 

dan/atau Penyidikan 

Lingkungan   Hidup   di   

Luar   Pengadilan   atau

Melalui Pengadilan

Dokumen 1 1 10,96 1 15 1 25 1 25 1 25 5 101

MENINGKATNYA 

PENGENDALIAN 

KUALITAS UDARA

Indeks 

Kualitas 

Udara (IKU)

86,91 86,24               532 86,34           1.195 86,44           1.495 86,54            1.225 86,64             1.295 86,64
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Tahun 2021

target target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Indikator Kinerja,  

Program (outcome ), 

Kegiatan (Output) dan 

Sub Kegiatan (Sub 

Satuan

Data Capaian 

pada Tahun 
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x1.000.000)

Kondisi Kinerja 

pada Akhir Renstra 

Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Cakupan pengendalian 

pencemaran dan/atau 

kerusakan lh

67 83 531,569871          87           1.195         91           1.495         96            1.225      100             1.295       100          5.387 Bid. 

Pengendalian 

Pencemarana & 

Kerusakan 

Lingkungan; JF 

Pedal
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

prosentase pencegahan 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan

%          93               461          95           1.124         95           1.424         97            1.154      100             1.204       100          5.367 

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pengendalian 

Emisi Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Inventarisasi 

Gas Rumah Kaca dari 

Sektor Lingkungan Hidup 

yang Dilaksanakan

Dokumen 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 25

MENINGKATNYA 

PENGENDALIAN 

KUALITAS LAHAN

Indeks 

Kualitas 

Lahan (IKL)

44,99 47,1 315 49,21 315 51,32 315 53,43 315 55,54 315 55,54

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Cakupan pengendalian 

pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan 

hidup

% 67 83          531,57 87           1.195 91           1.495 96            1.225 100             1.275 100 5366,56987 Bid. 

Pengendalian 

Pencemarana & 

Kerusakan 

Lingkungan; JF 

Pedal
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Cakupan pemantauan 

kualitas lingkungan hidup

% 93 200,569871 95 669 95 399 97 679 100 729 100 2.677

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut

Jumlah Dokumen Uji 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap 

Media Tanah, Air, Udara, 

dan Laut

Dokumen 1 1 200,57 1 669,00 1 399,00 1 679,00 1 729,00 5 2.677

2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Cakupan pemulihan 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan

% 100 71 100 71 100 71 100 71 100 71

2.11.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan Rehabilitasi 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi

dan Pelaksanaan 

Rehabilitasi

Dokumen 1 1 71 1 71 1 71 1 71 1 71 5 355

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI 

(KEHATI)

Cakupan pengelolaan 

Kehati (%)

% 28 32        315,000 64       245,000 76       245,000 85        245,000 100         595,000 100 1.645 Bid.Konservasi 

SDA & 

Pengkajian 

Dampak 

Lingkungan
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Kabupaten/Kota

Luas pengelolaan Kehati Ha 46,56        315,000 48,56       245,000 49,56       245,000 50,56        245,000 51,56         595,000 51,56 1.645

2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati

Jumlah  Dokumen  

Rencana  Induk  

Pengelolaan Kehati yang 

Disusun

Dokumen 1 120 150 1 270

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH)

Luas  RTH  yang  Dikelola  

Lingkup  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Ha 47 46,56 175 47,56 48,56 49,56 50,56 200 50,56 375

2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman 

Keanekaragaman Hayati 

Lainnya

Luas   Taman   KEHATI   

Lainnya   yang   Dikelola

Lingkup Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Ha 1 1 75 1 75 1 75 1 75 4 300

2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan dan SDM dalam 

Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati

Jumlah   Orang   yang   

Meningkat   Kapasitasnya 

dalam Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati

Orang - 2 150 2 150 2 150 2 150 8 600

2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan 

Prasarana Keanekaragaman 

Hayati

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Keanekaragaman Hayati 

yang Dikelola

Unit 3 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 15 100
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Tahun 2021

target target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lokasi
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Indikator Kinerja,  

Program (outcome ), 

Kegiatan (Output) dan 

Sub Kegiatan (Sub 

Satuan

Data Capaian 

pada Tahun 
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x1.000.000)

Kondisi Kinerja 

pada Akhir Renstra 

Perangkat Daerah 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Indikator 

Sasaran
Kode

MENINGKATKAN 

KINERJA 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

PERSENTASE 

PENGELOLAAN 

SAMPAH

% 98 99 13.962         99 15.719        99 16.194        100 17.039         100 17.879         100 80.793       

CAKUPAN 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase 

Pengurangan 

Sampah

% 26 26          13.962 27         15.719 28         16.194 29          17.039 30           17.879 30

Persentase 

Penanganan 

Sampah

% 74 74 73 72 71 70 70

2.11.11.2 PROGRAM PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase Pengurangan 

Sampah

 % 20,32 26 27 28 29 30 30

Persentase Penanganan 

Sampah

 % 79,35 73 72 71 71 70 70

2.11.11.2.01 Pengelolaan sampah Jumlah sampah yang 

tereduksi

ton 20,32    10.479   11.126 11.797 12.923 13.212 59.537

Jumlah sampah yang 

tertangani

ton 79,35    29.423   29.670 29.913 30.153 30.828 149.987

2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Kebijakan dan Strategi 

Daerah Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota 

yang Disusun dan 

Ditetapkan

Dokumen 1 1 200 1 200

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan 

melakukan Pembatasan, 

Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan Kembali

Jumlah   Laporan   Hasil   

Pengurangan   Sampah

dengan    Melakukan    

Pembatasan,    

Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan Kembali

Laporan 1            1               200            1 390 1 400 1 450 1 550 1 1.990

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan 

melakukan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan 

Akhir Sampah di TPA/TPST/ 

SPA Kabupaten/Kota

Jumlah Sampah yang  

Dipilah, Dikumpulkan, 

Diangkut, Diolah, Diproses 

Akhir di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Dokumen 1            1          13.287            1 14.714 1 15.109 1 15.834 1 16.059 1 75.003

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dalam Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah Masyarakat, 

Kelompok Masyarakat 

atau Para Pihak Lainnya 

yang Terlibat Aktif dalam 

Kegiatan Pengelolaan      

Sampah Berbasis

Masyarakat

Kelompok 11                 50 13 70 15 75 16 85 17 90 17 370

2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyediaan 

Prasarana dan Sarana 

Bersama Pemerintah 

Pusat, Provinsi maupun 

Pihak Lain di Luar 

Kabupaten/Kota untuk 

Pengelolaan Sampah  

Kabupaten/Kota. 

Pengelolaan 

Persampahan Sesuai 

dengan Rencana Induk 

Pengelolaan Sampah dan 

Mengacu pada Jakstrada

Dokumen 1 1                 25 1 45 1 60 1 70 1 80 5 280

2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan 

Kerjasama Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah   Dokumen   Kerja   

Sama   Penanganan

Sampah   di   TPA/TPST   

Kabupaten/Kota   yang 

Ditetapkan

Dokumen - -  - - - - - - - 1 150 1 150

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan 

Persampahan di 

TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Penanganan 

Sampah untuk Kegiatan 

Pemilahan, Pengumpulan,  

Pengangkutan,  

Pengolahan,  dan

Pemrosesan Akhir

Unit 10               400 7 500 7 550 7 600 7 750 7 2.800

80.793

         13.962 15.719 16.194 17.039 17.879

         13.962         15.719         16.194          17.039           17.879 

112.435 Bid. Kebersihan 

dan 

Pemanfaatan 

Sampah; UPT 

TPA

Bid. Kebersihan 

dan 

Pemanfaatan 

Sampah; UPT 

80.793
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BAB VII  

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 

 
 
Bab ini akan mengemukakan Indikator kinerja DLH yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai DLH dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

 

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang disusun dengan 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kota 

Bontang Tahun 2021-2026.  

 

Indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD disusun dalam Tabel 7.1 sebagai berikut : 

 
Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Sumber : Rancangan awal RPJMD Kota Bontang 2021-2026 
    

 
 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

Awal 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

Akhir 

RPJMD 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

Tahun 

2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup  

61,73 61,81 61,89 61,97 62,05 62,13 62,13 

2. Indeks 

Kualitas 

Perkotaan 

78,87 79,79 81,17 81,55 82,03 82,41 82,41 
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BAB VIII  

PENUTUP 

 
 
Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang periode 2021 -2026 

disusun untuk menjadi pedoman, sasaran dan tujuan bagi Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam urusan 

lingkungan hidup. 

 

Rencana strategsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Bontang tahun 2021-2026. 

 
Dengan selesainya penyusunan Renstra ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang dapat lebih terarah, terfokus dan terpadu dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya.   

 
 
 Plt. Kadis Lingkungan Hidup 
 Kota Bontang 
 
 
 
 Drs.H.Abdu Safa Muha 
 Pembina Utama Muda 
 NIP. 196707141994121004 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


